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ABSTRAK 
 
LA SAID SABIQ, B111 10 415, Implementasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan 
Jalan (PPJ). (Dibimbing oleh Marwati Riza, Selaku Pembimbing I dan 
Muchsin Salnia Selaku Pembimbng II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana singkronisasi 
dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Muna tentang Pajak 
Penerangan Jalan, serta untuk mengetahui sejauh mana evektifitas 
implementasi Peraturan daerah Kabupaten Muna tentang Pajak 
Penerangan Jalan tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
kualitatif dan deskriptif. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu 
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Bahan dilengkapi dengan 
bahan hukum primer dari hasil observasi dengan menggunakan 
pendekatan wawancara dan/atau kuesioner dilapangan dan bahan hukum 
sekunder dari literatur-literatur (buku-buku, jurnal hasil penelitian, artikel-
artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti, termaksud didalamnya tentang 
penjelasan Peraturan perundang-undangan yang berhubungan lansung 
dengan hal yang akan diteliti). Dengan metode analisis kualitatif secara 
deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muna, dalam hal ini di 
kantor Pemerintahan, kantor Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) 
Kab. Muna, Kantor Perseroan (PT) Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan 
seluruh pihak-pihak pemangku kepentingan yang hubungan dengan 
masalah yang diteliti, serta terfokus di lima Kecamatan sebagai sampel di 
mana peraturan perundang-undangan yang diteliti di Implementasikan. 
Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian ini; Pertama, 
Peraturan daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak 
Penerangan Jalan (PPJ), telah sesuai dan sejalan dengan peraturan 
perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, dimana proses pembentukan dan pelaksanaannya 
memiliki sumber dan dasar hukum yang jelas. Kedua, terkait dengan 
efektivitas Implementasi peraturan daerah Kabupaten Muna tentang Pajak 
Penerangan Jalan, secara umum dapat dikatakan belum efektif 
dikarenakan tujuan pembentukan perda ini belum terpenuhi secara 
maksimal, beberapa aspek dalam pelaksanaannya belum terpenuhi, oleh 
karena itu derajat ke efektivitasannya masih dapat dipertanyakan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut Undang-Undang 
Dasar 1945 dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi kemudian 
dibagi lagi dalam wilayah yang lebih kecil, yaitu kabupaten/kota. Masing-
masing dari pembagian wilayah tersebut mempunyai pemerintahan 
daerahnya sendiri.1 Pemerintah masing-masing daerah tersebut mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan 
tugas pembantuan.2 
Pembagian wilayah dan pengaturan tentang sistem pemerintahan 
dalam setiap wilayah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas 
palayanan publik guna mempercepat proses pembangunan dan 
pelayanan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat.  
Dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip 
tersebut, pemerintah daerah harus menjamin keserasian hubungan, baik 
dengan pemerintah, maupun dengan pemerintah daerah lainnya. 
Meskipun ketentuan undang-undang dasar memberikan kewenangan 
seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya 
sendiri, tetapi bukan berarti hubungan antara pemerintah daerah dengan 
                                                             
1
 Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 
2
 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
2 
pemerintah pusat terputus begitu saja. Pada dasarnya pembagian wilayah 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 diatas memiliki 
keterkaitan erat dengan ketentuan Pasal 25A mengenai Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Istilah “dibagi atas” (bukan “terdiri 
atas”) dalam ketentuan pasal tersebut bukanlah istilah yang kebetulan 
digunakan. Istilah tersebut secara tegas menjelaskan bahwa negara kita 
adalah negara kesatuan dimana kedaulatan negara berada ditangan 
pusat. Hal ini konsisten dengan kesepakatan untuk tetap 
mempertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda dengan istilah “terdiri 
atas” yang lebih menunjukan substansi federalism karena istilah itu 
menunjukan letak kedaulatan berada di tangan negara bagian-bagian.3  
Hubungan atara pemerintah daerah dan pemerintah, serta 
pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain juga dipertegas 
kembali dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Pemda). Dikatakan bahwa pemerintah daerah 
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan 
dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lain. 4  Hubungan 
tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan 
tersebut dilaksanakan secara adil dan selaras. Dalam pasal 10 ayat (1) 
Undang-Undang tersebut, selanjutnya ditegaskan tentang pembagian 
                                                             
3
 Ibid, hlm. 324  (Dikutip dari MPR RI, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR 
RI, 2003, hlm 102-103)  
4
 Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3 
wewenang, bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan 
pemerintahan yang menjadi wewenangnya, kecuali urusan pemerintahan 
yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. 
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri 
dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya 
penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar 
pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh 
pemerintah, adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik 
untuk pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota, yaitu 
meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 
kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan. 5  Terlepas dari 
pembagian kewenangan tersebut, hal yang kemudian menjadi penting 
dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pembangunan yang 
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 
memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat 
daerah tersebut, baik dalam urusan wajib maupun urusan pilihan. 
Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan, 
pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain yang yang bisa membantu dalam melaksanakan otonomi 
dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya. Dengan ini 
diharapkan pemerintah daerah, dapat menjabarkan urusan/kewenangan 
                                                             
5
 Ibid, hlm. 35 
4 
pemerintahan baik dalam urusan wajib maupun urusan pilihan, agar 
memiliki tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. 
Kewenangan membentuk peraturan daerah ini tercantum dalam beberapa 
pasal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah.  
Oleh karena salah satu kewenangan yang melekat kepada 
pemerintah daerah menurut peraturan perundang-undangan adalah 
mengatur dan mengurus serta mengelola sendiri keuangan daerahnya 
dengan syarat harus efektif, efisien, transparan, akuntabel, tertib, adil, 
patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan,6 maka pemerintah 
daerah wajib membuat peraturan perundang-undangan ditingkat daerah 
yang menyangkut tentang pengelolaan keuangan dan pendapatan 
daerah. Dalam hal ini salah satunya adalah peraturan daerah yang 
menyangkut pajak dan retribusi daerah. 
Kewenangan tersebut telah ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan oleh pemerintah, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 
tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu daerah 
harus membuat peraturan daerah (perda) terkait, sebagai aturan turunan 
dari undang-undang tersebut. Hal ini merupakan wujud dari konsistensi 
pemerintah dalam melaksanakan amanah undang-undang pemerintahan 
daerah, yaitu perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah 
daerah dengan sistem pembagian kekuasaan yang adil, proporsional, 
                                                             
6
 Pasal 23 ayat (2), Op. Cit.  
5 
demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan 
penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.7 
Pajak daerah kabupaten/kota seperti yang dimaksudkan dalam 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tersebut adalah pajak yang oleh 
undang-undang dinyatakan diberlakukan di daerah kabupaten/kota, 
Pembagian jenis pajak daerah kabupaten/kota tersebut, telah tertuang 
jelas dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pajak dan Retribusi 
Daerah. Hal yang menjadi pokok bahwa, pajak dan retribusi daerah 
merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah yang bisa 
menunjang perencanaan anggaran dalam Rancangan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Meski demikian, daerah dapat 
tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah 
ditetapkan, apabila potensi pajak tersebut dipandang kurang memadai 
dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah dengan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 8  Jelasnya bahwa dalam undang-undang 
tersebut, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan 
sebutan lain diluar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 
Salah satu dari jenis pajak yang diamahkan kepada pemerintah 
kabupaten/kota dalam peraturan perundang-undangan tersebut yaitu 
Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Sebagai jenis pajak yang digolongkan 
dalam pajak pemerintah daerah kabupaten/kota, dan sebagai produk 
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 Pasal 1 ayat (13), Op. Cit.  
8
 Diaz Priantara, Perpajakan Indonesia, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 563  
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legislasi yang pembentukan dan muatan materinya tunduk pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu peraturan daerah 
tentang pajak penerangan jalan ini membawa semangat peraturan 
perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.  
Sebagai produk hukum yang salah satu fungsinya adalah 
pendanaan atau fiskal,9 pajak penerangan jalan ini memberikan kontribusi 
terhadap urusan pemerintah daerah yang menyangkut perkembangan dan 
pengelolaan keuangan daerah dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Oleh karena itu, peraturan daerah ini memiliki hubungan yang sangat 
esensial dengan masyarakat, di mana masyarakat dalam hal ini adalah 
sebagai subjek dan/wajib pajak. 
Terkait dengan pengelolaan di bidang penyelenggaran keuangan 
daerah yang dimaksud, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan. 
Dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut, kepala daerah dapat 
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa, perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta 
pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat 
daerah. 10 Tetapi meskipun kepala daerah merupakan pemegang 
kekuasaan perencana dan pelaksana anggaran di pemerintahan daerah, 
kepala daerah dalam hal ini bupati, tidak dibenarkan menetapkan tarif 
dan/atau mekanisme pembayaran pajak penerangan jalan atau peraturan 
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daerah terkait pajak lainnya lebih dari yang telah ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 
Untuk menjaga agar pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan 
prinsip-prinsipnya, serta tetap sejalan dengan semangat yang hendak 
dicapai dalam amanat konstitusi, pemerintah wajib memberikan pedoman 
seperti penelitian, supervisi, pengendalian, koordinasi pemantauan, dan 
evaluasi kepada pelaksana dan/atau pemerintah daerah. Bersamaan 
dengan itu, pemerintah wajib memberikan fasilitas yang memberikan 
peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam 
melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Terkait dengan peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan, 
pemerintah melakukan pengawasan sejak dari sebelum disetujuinya 
perda tersebut, dalam hal ini masih berstatus sebagai rancangan 
(raperda) sampai pada disahkannya raperda tersebut. Hal ini secara tegas 
dijelaskan dalam penjelasan umum bagian 9 angka 1 Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu : 
Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (RAPERDA), 
yaitu terhadap raperda tentang pajak daerah, retribusi daerah, 
APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih 
dahulu diawasi oleh mentri dalam negeri untuk raperda provinsi dan 
gubernur terhadap raperda kabupaten/kota. Mekanisme ini 
dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat dicapai 
daya guna dan hasil guna yang optimal. 
8 
Selanjutnya pada Bab penjelasan angka 9 bagian ke dua Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 yang secara jelas menyebutkan bahwa : 
Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang 
termasuk dalam angka 1, yaitu setiap peraturan daerah wajib 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan 
Gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. 
Terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan 
kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat 
dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku. 
 
Dua bagian dalam penjelasan undang-undang tersebut, merupakan 
perwujudan komitmen pemerintah dalam mengawasi pemerintah daerah 
terkait dengan keleluasaan yang diberikan untuk mengurus daerahnya 
dalam hal keuangan atau hal lainnya, guna mencapai hasil guna dan daya 
guna tanpa mencederai semangat yang telah diamanahkan dalam 
konstitusi. 
Tetapi belum singkronnya undang-undang yang mengatur 
mengenai keuangan daerah, munculnya kecenderungan mis-alokasi 
anggaran, inkonsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) dengan APBD dan antara APBD dengan 
realisasi APBD serta rancunya pemahaman mengenai dana dekonsentrasi 
dan kurang dimanfaatkannya tugas pembantuan sekaligus 
pembiayaannya, membuat pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan. Khusus untuk mencegah biaya yang tinggi akibat 
9 
„kreatif‟nya daerah dalam melakukan ekstensifikasi11 pajak dan retribusi 
daerah, maka pemerintah meningkatan pengawasan preventif perda pajak 
dan retribusi kabupaten/kota yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil 
pusat di daerah. 
Hal ini tentu dimaksudkan agar produk legislasi tersebut selalu 
bertolak pada semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
pelayanan umum dan daya saing daerah. Peningkatan kesejahteraan 
masyarakat merupakan pijakan utama yang harus diperhatikan oleh 
pemerintah daerah dalam menetapkan dan melaksanakan strategi 
kebijakan dalam pembangunan daerah. Jadi, sudah seyogianya dalam 
perencanaan sampai pada pengimplemetasian suatu produk hukum, 
terlebih dalam bidang perpajakan yang bersentuhan lansung dengan 
persoalan keuangan yang dibebankan kepada masyarakat, pemerintah 
atau pemerintah daerah memerhatikan serta memertimbangkan segala 
aspek yang berhubungan dengan kondisi masyarakat. 
Pada tahun 2000 daerah beramai-ramai membentuk peraturan 
daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui 
perda pajak daerah dan retribusi daerah, yang meliputi sektor-sektor 
pertambangan dan energi, pertanian dan peternakan, perdagangan dan 
idustri, kehutanan dan perkebunan, kesehatan, pariwisata, 
ketenagakerjaan, perhubungan dan pertanahan. Hingga Kantor Dagang 
dan Industri (Kadin) mencatat sekitar 1.006 perda diseluruh Indonesia 
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 Penafsiran memperluas, (kamus hukum, disusun oleh M.marwan & Jimmi P) 
Surabaya, 2009  
10 
yang dinyatakan „bermasalah’, sedangkan versi Kementrian Dalam Negeri 
(Kemendagri) hanya ada 105 perda saja.12 Dalam hal Pajak Penerangan 
Jalan, ada 79 perda yang dibatalkan oleh Mendagri sejak tahun 2002 
sampai dengan 2009 dengan masalah yang sangat variatif. Hal ini sudah 
semestinya menjadi catatan tersendiri baik pemerintah maupun 
pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum. Memerhatikan 
segala aspek dan tidak hanya fokus pada kepentingan yang bersifat 
sementara untuk meraut keuntungan sebanyak-banyaknya bisa menjadi 
pilihan yang sangat bijaksana. 
Kabupaten Muna, salah satu kabupaten yang pendapatan asli 
daerahnya didominasi dari perolehan pajak dan retribusi, memiliki salah 
satu peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi 
daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak 
Penerangan Jalan. 13  Berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
mengatakan bahwa tarif pajak penerangan jalan ditetapkan oleh masing-
masing daerah dalam peraturan daerah.  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 tahun 
2011 tersebut, Pasal 6 menyebutkan bahwa tarif pajak penerangan jalan 
yaitu dalam hal penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain 
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 Didik Sukriono, hukum konstitusi dan konsep otonomi, Malang, Setara Pres, 2013, hlm. 
137 (Dikutip dari Ni‟Matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII 
Press, Yogyakarta, 2010) 
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 Pengganti atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan 
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bukan untuk golongan industri, pertambahan minyak bumi dan gas alam 
sebesar 7 % (tujuh persen), penggunaan tenaga listrik yang berasal dari 
sumber lain untuk golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas 
alam, sebesar 3% (tiga persen), sedangkan penggunaan tenaga listrik yang 
dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Selanjutnya pada 
Pasal 7 disebutkan bahwa, besaran pokok pajak yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 
Sedangkan Pasal 5 yang dimaksudkan dalam Pasal 7 tersebut 
adalah : 
1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik; 
2. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan : 
a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan 
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan 
biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian 
kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; 
b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga 
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, tingkat 
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan 
harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah; 
3. Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga 
satuan listrik yang berlaku untuk PLN. 
  
Dalam kepustakaan hukum administrasi dijelaskan, bahwa 
peraturan bisa menjadi istrumen pengendalian pemerintah yang bersifat 
umum dan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.14 Tetapi 
hal yang semestinya menjadi titik fokus adalah bahwa instrument tersebut 
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 Aminudin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Makassar, Identitas Universitas 
Hasanuddin, 2013, hlm. 173-174  
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jelas akan memberikan sumbangsi positif dalam perkembangan 
penyelenggraan pemerintah yang berkelanjutan. Dalam hal ini peraturan 
tersebut dimuali dari pembentukan sampai pada pelaksanaanya selalu 
mengacu pada peraturan dan kondisi yang ada. Dalam peraturan daerah 
misalnya, di samping harus memerhatikan asas-asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik dalam pembentukannya, juga 
harus memerhatikan kondisi serta kesiapan pemerintah daerah sebagai 
pelaksana dan masyarakat di mana peraturan daerah tersebut akan 
dilaksanakan. 
Penyusunan peraturan yang telah memenuhi asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik, akan menjadi sia-sia ketika 
fasilitas penunjang dilapangan dalam pelaksanaan peraturan tersebut 
belum memadai atau bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya peraturan 
yang tadinya diharapkan menjadi sarana pengontrol sosial dalam 
membantu penyelenggaraan pemerintahan, malah menjadi produk hukum 
mati yang tidak bermanfaat dan melenceng jauh dari semangat tujuan 
pembuatannya. 
Seperti halnya pajak penerangan jalan, dalam Pasal 56 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, dikatakan bahwa hasil dari pemungutan pajak sebagian 
dialokasikan untuk penyediaan fasilitas penerangan jalan. Hal yang sama 
juga disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Muna. Tetapi sejak 
13 
dari awal pembentukan peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan 
ini, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 1998 sampai mengalami pergantian 
menjadi Perda Nomor 5 Tahun 2011, di beberapa kecamatan di 
kabupaten Muna tidak terdapat fasilitas penerangan jalan yang dimaksud.  
Di samping itu, akibat dari sistem pemungutan pajak yang 
disertakan bersama dalam pembayaran rekening listrik, banyak 
masyarakat tidak mengetahui telah membayar pajak pada setiap 
bulannya, hal ini dapat menjadi peluang bagi oknum yang tidak 
bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan anggaran hasil 
pembayaran pajak oleh wajib pajak. 
Untuk itu penulis menganggap kiranya perlu untuk mengadakan 
penelitian terhadap pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, dengan menitikberatkan 
penelitian pada taraf sinkronisasi dan efektivitas guna mengetahui sejauh 
mana pihak pemerintah dalam hal ini bupati dalam menjalankan Perda 
tersebut, dan pihak legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah 
tersebut. Apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, atau malah sebaliknya ? 
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B. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi pokok kajian dalam penulisan dan penelitian 
skripsi ini yaitu : 
1. Bagaimana Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna  
Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ? 
2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Muna Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dan penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan terhadap 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak 
Penerangan Jalan. 
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D.  Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik 
secara teoritis maupun praktis adalah: 
1. Secara Teoritis 
Kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi penting 
mengenai peraturan daerah pada umumnya, serta pelaksanaan 
peraturan daerah tentang pajak pada khususnya. 
2. Secara Praktis 
Diharapkan kajian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah 
terkait, khususnya eksekutif dan legislaif sebagai badan yang memiliki 
kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dan pejabat/dinas 
terkait yang berwenang dalam mengambil kebijaksanaan dalam hal 
pengimplemetasian peraturan daerah dan pemungutan pajak daerah. 
Di mana hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan 
profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab kelembagaan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Pemerintah Daerah 
1. Pengertian Pemerintah Daerah 
Pemerintah daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu 
Pemerintah dan Daerah. Selanjutnya „Pemerintah‟ jika ditinjau dari 
defenisi kata (etimologi), yaitu berasal dari kata dasar Perintah yang 
berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah 
ditambah awalan „Pe-‟ yang menjadi Pemerintah, akan berarti badan atau 
organisasi yang mengurus. Jika kemudian ditambah dengan akhiran „-an‟, 
maka akan menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau 
perihal.15  
Menurut W.S Sayre (1960) Pemerintah dalam definisi terbaiknya 
adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan 
menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), 
pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki 
tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang 
mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan 
paksaannya.16 
Sedangkan menurut Muhammad Kusnardi (1998), 
Pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam 
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 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm. 8-9  
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 Ibid, hlm. 11  
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menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak 
hanya menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga meliputi tugas-
tugas lainya, termasuk legistlatif dan yudikatif.  
Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah; wilayah. 17 
Dalam kamus bahasa Indonesia, Daerah diartikan sebagai Bagian 
permukaan bumi; Lingkungan kerja pemerintah, wilayah; Selingkup tempat 
yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; Tempat-tepat sekeliling atau 
yang termaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena 
peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.18  
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) yang 
mempersamakan antara daerah otonom dan daerah yaitu: 
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
 
Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah 
yaitu alat negara yang menjalankan tugas kekuasaan pemerintah pada 
suatu wilayah pemerintahan. Definisi ini sejalan dengan apa yang 
disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dikatakan bahwa 
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 M. Marwan, Jimmy P., Kamus Hukum, Dictionary Of law Complete Edition. Surabaya, 
Reality Publisher, 2009. 
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pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah. 
Pejabat penyelenggara pemerintahan dalam hal ini sesuai dengan 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu Gubernur, 
Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah,19 yang selanjutnya disebut dengan 
kepala daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala 
daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Selain itu juga terdapat 
perangkat daerah  yang terdiri dari Sekertaris Daerah (Sekda), Sekretariat 
DPRD, Dinas daerah dan lembaga tekhnis daerah. Khusus untuk daerah 
kabupaten/kota ditambah degan kecamatan dan kelurahan.20 
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah 
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, setiap tingkatan daerah 
memiliki kepala daerahnya masing-masing. Seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala 
daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Jika dalam tingkatan 
daerah provinsi, maka gubernur akan dibantu oleh wakil gubernur, 
sedangkan di wilayah tingkat II dalam hal ini kabupaten/kota, bupati 
selaku kepala daerah dibantu oleh wakil bupati. 
Dalam melaksanakan fungsinya, kepala daerah memiliki batasan 
tugas dan kewenangan yang diatur berdasar pada peraturan-peraturan 
                                                             
19
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perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu dimaksudkan agar dalam 
pelaksanaan tugas kedaerahan, pemerintah daerah tidak bertindak 
semena-mena yang bisa mencederai konsep dan semangat tujuan 
pembentukan otonomi daerah. Tugas dan wewenang pemerintah daerah 
seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Pasal 25 sebagai berikut :21 
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan 
kebijakan daerah yang ditetapkan bersama DPRD; 
b. Mengajukan rancangan perda; 
c. Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan 
bersama DPRD; 
d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD 
kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; 
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 
f. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku; 
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan tugas dan wewenang wakil kepala daerah, yang 
selanjutnya diatur dalam undang-undang yang sama Pasal 26 yaitu :22 
a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah 
daerah; 
b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan 
instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau 
temuan hasil pengawasan aparat, melaksanakan 
pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan 
pengembangan pelestarian sosial busaya dan lingkungan hidup; 
c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; 
d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil 
kepala daerah kabupaten/kota; 
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah 
dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;  
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f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang 
diberikan oleh  kepala daerah; dan 
g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila 
kepala daerah berhalangan. 
 
3. Kewajiban Pemerintah Daerah 
 Dalam    melaksanakan    tugas    dan   wewenang   sebagaimana 
yang telah dijabarkan diatas, kepala daerah dan wakil kepala daerah juga 
mempunyai kewajiban seperti yang dinyatakan dalam undang-undang 
yang sama pada Pasal 27 ayat (1) yaitu :23 
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;  
c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;  
e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-
undangan;  
f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; 
g. Memajukan dan  mengembangkan daya saing daerah; 
h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 
keuangan daerah;  
j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di 
daerah dan semua perangkat daerah;  
k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.  
 
Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban yang lain, 
seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 32 
Tahun 2004 yaitu :24 
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Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 
Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban 
kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada masyarakat. 
 
 
B. Peraturan Daerah 
1. Pengertian Peraturan Daerah 
Peraturan daerah juga terdiri dari dua kata yaitu „peraturan‟ dan 
„daerah‟. S.F Masbun (2006) memberikan pengertian bahwa Peraturan 
adalah merupakan hukum yang in abstracto atau General norms yang 
sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur 
hal-hal yang bersifat umum (general).25 Sedangkan menurut Lydia Harlina 
Martono, Peraturan adalah cara membangun norma masyarakat sebagai 
pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur.  
Selanjutnya Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu :26 
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
 
Jadi peraturan daerah secara sederhana yaitu peraturan yang 
berlaku pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah berlakunya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah 
didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 
dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetuan bersama kepala 
daerah.27 
Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah 
yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai 
pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus 
rumah tangga daerahnya. 28  Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah yaitu Peraturan 
daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi 
dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.29 
Peraturan daerah pada hakikatnya merupakan sarana legislasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh 
pemerintah daerah. Menurut Laica Marzuki (2009:1), dalam sistem 
ketatanegaraan republik Indonesia, pemerintah daerah menurut konstitusi 
diadakan dalam kaitannya dengan desentralisasi. Pasal 1 ayat (1) UUD 
Tahun 1945 merumuskan bahwa negara Indonesia adalah negara 
kesatuan yang berbentuk republik, dan negara kesatuan menurut UUD 
1945 adalah desentralisasi bukan sentralisasi.  
2. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah 
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Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat 
pembenaran (rechtvaardiging) yang dapat diterima jika dikaji secara 
filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (idea 
der Waarheid), dan cita-cita keadalian (idée der gerechtigheid), serta cita-
cita  kesusilaan (idée der zedelijkheid). 30  Undang-Undang Dasar 1945 
sebagai „grundnorm’ 31  pada Pasal 18 ayat (5) Perubahan ke-2 
mengamanatkan bahwa, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi 
seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.32 
Makna dari pasal tersebut di atas, bahwa pemerintah daerah 
diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk merekayasa dan 
mengembangkan daerahnya. Selanjutnya, kemudian diperjelas dalam 
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakankan bahwa pemerintah daerah 
berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.33 
Mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah 
(Raperda), berasal dari kepala daerah dan diatur dengan peraturan 
presiden. Sedangkan Raperda yang berasal dari DPRD khusus mengenai 
bidang legislasi, diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Dalam rangka 
sosialisasi dan publikasi raperda yang berasal dari DPRD dilakukan 
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sendiri oleh DPRD, sedangkan raperda yang merupakan usulan kepala 
daerah dilakukan oleh sekertaris daerah.34 
Untuk membuat suatu perda, sudah seharusnya memerhatikan 
landasan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan 
perundang-undangan daerah dalam hal ini perda, paling tidak memuat 
tentang landasan filosofis; landasan yuridis; landasan politis dan landasan 
sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu landasan atau ide 
yang menjadi dasar cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan 
pemerintah dalam suatu rancangan perda.35 Misalnya di Indonesia adalah 
Pancasila yang menjadi dasar filsafat peraturan perundang-undangan 
pemerintah daerah. Pada prinsipnya tidak ada peraturan daerah yang 
bertentangan dengan prinsip dasar filsafat pancasila.36 
Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar 
hukum (rechtsground) bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintah 
daerah. Selanjutnya terbagi dalam tiga segi, yaitu :37 
1. Landasan yuridis segi folmal, landasan yang memberi 
kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan 
tertentu. 
2. Landasan yuridis segi material, landasan yuridis segi isi atau 
materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. 
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3. Landasan yuridis segi teknis, landasan yuridis yang member 
kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan 
tertentu mengenai tata cara pembuatan peraturan perundang-
undangan tersebut. 
Selanjutnya, landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik 
yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan 
ketatalaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara 
landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar 
bagi kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta 
mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.38 
 
3. Muatan Materi Peraturan Daerah 
Istilah “muatan materi” untuk pertama kalinya digunakan oleh A. 
Hamid S. Attamimi (1990:194) sebagai terjemahan dari atau padanan 
istilah “bet onderwerp”. Menurutnya, materi muatan sebuah peraturan 
perundang-undangan negara dapat ditentukan atau tidak, tergantung 
pada sistem pembentukan peraturan perundang-undangan negara 
tersebut beserta latar belakang sejarah dan sistem pembagian kekuasaan 
negara yang menentukannya.39 
Di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 
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10 ayat (1) bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 
harus memuat materi sebagai berikut :40 
a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ketentuan Undang-
Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945; 
b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-
undang; 
c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 
d. Tindak lanjut atas putusan mahkama konstitusi dan/atau; 
e. Pemenuhan kebutuhan hidup dan masyarakat; 
Selanjutnya dalam undang-undang yang sama Pasal 14 
menyatakan bahwa : 
Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 
kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta 
menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih 
lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi. 
Menurut pendapat lain mengatakan materi yang dapat diatur dalam 
peraturan daerah bisa meliputi : 41 
1. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada 
penduduk, misalnya pajak dan retribusi daerah; 
2. Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan 
penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan dan 
kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman 
atau sanksi pidana; 
3. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, 
misalnya penertiban garis sepadan; 
4. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan yang sederajatdan 
tingkatannya lebih tinggi harus diatur dengan peraturan daerah. 
Dalam proses pembentukan peraturan daerah, masyarakat berhak 
memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan 
atau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. 
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Perancangan peraturan daerah harus selaras dan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan dan memerhatikan segala aspek yang 
berkaitan dengan kondisi masyarakat. 
Muatan materi peraturan daerah, juga dapat memuat tentang 
ketentuan biaya paksaan penegakan hukum (dwangsom) seluruhnya atau 
sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan 
paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima 
puluh juta rupiah), dan dapat pula memuat ancaman pidana atau denda 
lain, sesuai dengan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan 
yang lain.42 
4. Urgensi Peraturan Peraturan Daerah 
Keberadaan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah pada 
hakikatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 43  Pasal 136 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
menyatakan peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. 
 Adapun jenis peraturan perundang-undangan tingkat daerah dalam 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, hanya menyebutkan satu jenis peraturan 
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perundang-undangan tingkat daerah yang selanjutnya disebut peraturan 
daerah (perda), yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 
DPRD atas persetuan bersama kepala daerah.44 Tetapi dalam Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004, jenis peraturan perundang-undangan 
tingkat daerah, justru disebut peraturan daerah, peraturan kepala daerah, 
dan keputusan kepala daerah.45 
Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, 
dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan 
kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonom daerah, setelah 
mendapat persetuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
Peraturan daerah memiliki hak yuridis setelah diundangkan dalam 
lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.46 
C. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 
Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak yang 
menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini tertuang 
jelas dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah pajak 
yang diadakan oleh daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat 
pajak yang ditugasi untuk mengelola pajak-pajak daerah. 
1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan 
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Sebelum kita mendefenisikan pajak penerangan jalan, penulis 
menganggap perlu terlebih dahulu menjelaskan tentang pajak secara 
umum.  
Definisi pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu definisi 
pajak dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, Pajak adalah 
semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termaksud bea 
materai, bea dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. sedangkan 
dalam arti sempit, Pajak adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 
pusat (tanpa bea materai, bea masuk dan cukai) dan pajak yang dipungut 
oleh pemerintah daerah berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan.47 
Selanjutnya R. Santoso Brotodiharjo memberikan definisi bahwa 
Pajak adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi 
wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan 
menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, 
sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur 
hubungan-hubungan antarnegara dan orang-orang atau badan-badan 
yang berkewajiban membayar pajak.48 
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Berkaitan dengan definisi pajak, Feldman (1945;52) mengatakan 
bahwa Pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan 
dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh 
penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna 
menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 49 Menurut Adriani (1948:22), 
pajak adalah iuran kepada kepada negara yang dapat dipaksakan yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-
undangan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang lansung 
dapat ditunjuk dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan.50 
Soeparman Soemahamidjaja (dalam disertasi di Universitas 
Padjajaran tahun 1964) berpendapat bahwa, pajak adalah iuran wajib, 
berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 
norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan 
jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.51 Adapun Rochmat 
Sumitro (1964;3) berpendapat bahwa, Pajak adalah iuran rakyat kepada 
khas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal balik (Kontra-prestasi), yang 
                                                             
49
 Muhammad Djafar Saidi, Op. Cit, hlm 27 
50
 Ibid 
51
 H. Bohari, pengantar Hukum Pajak, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm 20 
31 
lansung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum.52 
Jika mengacu pada definisi resmi dalam undang-undang 
perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara lansung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Jadi Pajak Penerangan Jalan (PPJ), mengacu pada definisi pajak 
secara umum yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan 
ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan 
yang rekeningnya dibiayai oleh pemerintah daerah. Penggunaan tenaga 
listrik adalah penggunaan tenaga listrik baik disalurkan oleh PT 
(perseroan terbatas) Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun bukan 
PLN.53  
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
definisi pajak penerangan jalan agak sedikit berbeda, yaitu pajak atas 
penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang 
dihasilkan oleh orang lain.54  
Definisi pajak penerangan jalan dalam kamus hukum, yaitu pajak 
atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa daerah tersebut 
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tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah 
daerah.55 Sedangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Muna Nomor 5 
Tahun 2011, memberikan definisi pajak penerangan jalan sebagai pajak 
atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 
diperoleh dari sumber lain.56 
Sebagai konsekuensi dari adanya pemisahan antara pajak pusat 
dan pajak daerah, maka keduanya tentu memiliki objek dan kajian yang 
berbeda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Meski demikian keduanya tidak dapat dipisahkan. Dari pengertian, sampai 
pada jenis serta objek maupun subjek pajak daerah memiliki kekhususan 
tersendiri dibanding dengan pajak pusat. 
2. Objek Pajak Penerangan Jalan 
Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, salah satu hal 
yang paling esensial dari persoalan perpajakan adalah objek pajak. Objek 
pajak ditentukan berdasarkan kriteria pembuat undang-undang 
perpajakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pembuat undang-undang dapat menjaring objek 
pajak sepanjang hal tersebut tidak melanggar nilai kesopanan dan 
kesusilaan dalam masyarakat.
57
 Hal ini tentu dimaksudkan agar kebijakan 
penentuan objek pajak tidak melenceng dari semangat pemerintah dalam 
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upaya mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
bangsa dan negara melalui pajak. 
Menurut Muhammad Djafar Saidi (2010), Objek pajak adalah 
segala sesuatu yang karena undang-undang dapat dikenakan pajak. Kata 
„dapat‟ dikenakan pajak mengandung makna bahwa objek pajak boleh 
atau tidak boleh kena pajak. Pengenaan pajak terhadap suatu objek pajak 
harus dipertimbangkan secara maksimal agar tidak menimbulkan 
permasalahan dalam masyarakat.58 
Sedangkan menurut Diaz Priantara (2012), objek pajak adalah 
bumi dan atau bangunan. Bumi dalam hal ini adalah permukaan bumi dan 
tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan 
perairan perdalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan 
adalah konstruksi teknis yang dibuat dan diletakan secara tetap pada 
tanah dan/atau perairan.59 
Rochmat Soemitro (1986;99) kemudian mengakatakan bahwa yang 
dapat dijadikan objek pajak sangat banyak macamnya. Segala sesuatu 
yang ada dalam masyarakat bisa dijadikan sebagai objek pajak, baik 
keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Misalnya sebagai berikut :60 
1. Keadaan, kekayaan seseorang misalnya pada suatu saat 
tertentu, memiliki kendaraan bermotor, radio, televise, memiliki 
tanah atau barang tak bergerak lainnya, menempati rumah 
tertentu (kebanyakan secara statis/tetap). 
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2. Perbuatan, misalnya melakukan penyerahan barang tertentu 
karena suatu perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, 
mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh 
penghasilan, bepergian keluar negeri. 
3. Peristiwa, misalnya kematian, keuntungan yang diperoleh 
secara mendadak, anugerah yang diperoleh secara tak terduga. 
Intinya segala sesuatu yang terjadi diluar kehendak manusia. 
Penentuan objek pajak tergantung dari pembuat undang-undang 
bagaimana cara untuk menjaringya, sepanjang objek itu tidak melanggar 
kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat. Beberapa objek pajak yang 
telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu :61 
a. Objek pajak penghasilan; 
b. Objek Pajak pertambahan nilai 
c. Objek Pajak penjualan atas barang mewah 
d. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
e. Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
f. Objek bea materai 
g. Objek pajak daerah 
 
Penentuan objek pajak dengan memerhatikan ketentuan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksudkan agar 
pembagian jenis pajak tidak tumpang tindih yang akan mengakibatkan 
wajib pajak harus terbebani dengan jenis dan/atau objek pajak yang 
sama. Sehingga dalam salah satu penggolongannya pajak kemudian 
dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah yang masing-masing 
memiliki objek pajak yang berbeda. Objek pajak pusat relatif tidak 
terbatas, pusat harus teliti dalam menentukan objek pajak yang dapat 
dikenakan objek pajak. Pajak yang tergolong objek pajak pusat yaitu :62 
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a. pajak penghasilan 
b. pajak pertambahan nilai barang dan jasa 
c. pajak penjualan atas barang mewah 
d. bea materai 
e. bea masuk; dan 
f. cukai. 
Sedangkan objek pajak derah terbatas jumlahnya, karena objek 
pajak yang telah ditetapkan menjadi objek pajak pusat, tidak dapat 
dijadikan sebagai objek pajak daerah agar tidak terjadi pajak ganda 
nasional. Dengan demikian dalam penentuan objek pajak daerah, terlebih 
dahulu pemerintah daerah harus memerhatikan secara mendalam objek 
pajak pusat, sehingga dalam penerapan regulasi perpajakan dapat 
berjalan seiring dan tidak saling tumpang tindih.63 
Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan daerah 
provinsi untuk ditetapkan sebagai bentuk peraturan daerah adalah :64 
a. Pajak kendaraan bermotor 
b. Bea balik nama kendaraan bermotor 
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
d. Pajak air permukaan 
e. Pajak rokok 
Kemudian pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan 
kabupaten kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah 
sebagai berikut :
65
 
a. Pajak hotel 
b. Pajak restoran 
c. Pajak hiburan 
d. Pajak reklame 
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e. Pajak penerangan jalan 
f. Pajak mineral bukan logam dan bahan batuan 
g. Pajak parker 
h. Pajak air tanah 
i. Pajak sarang burung wallet 
j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
Penggolongan pajak daerah ini bersifat final, undang-undang 
DPRD menganut prinsip tertutup karena daerah dilarang memungut pajak 
selain jenis pajak tersebut diatas.66 Dalam hal Pajak Penerangan Jalan 
(PPJ) yang menjadi salah satu jenis pajak daerah, juga memiliki objek 
pajaknya sendiri yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 
28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 52 ayat (1) yaitu 
penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang 
diperoleh dari sumber lain. Hal yang dikecualikan dalam pajak ini menurut 
UU pajak daerah dan retribusi daerah yaitu:67 
a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan 
pemerintah daerah; 
b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan 
oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dan 
lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik; 
c. Penggunaan tenaga listrik yang bukan dari PLN (yang 
dihasilkan sendiri) dengan kapasitas tertentu yang tidak 
memerlukan izin dari instansi teknis terkait; 
d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dalam peraturan 
daerah. 
 
3. Pemugutan Pajak Penerangan Jalan 
 Dalam undang-undang perpajakan yang memuat tentang ketentuan 
formal, baik undang-undang Perpajakan, undang-undang DPRD, undang-
undang PPDSP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
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Pengadilan Pajak (Penjak), tidak mengatur secara tegas siapa 
sebenarnya yang dimaksud dengan pejabat pajak. Tetapi dalam undang-
undang penjak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur tentang 
“pejabat yang berwenang” dalam pemungutan pajak. Ketentuan ini 
terdapat pada Pasal 1 angka 1 undang-undang Penjak, bahwa pejabat 
yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur jenderal Bea 
dan Cukai, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk 
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.68 
Pejabat pemungut pajak adalah orang/badan yang ditunjuk oleh 
pejabat yang berwenang untuk melakukan pemungutan pajak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penagihan 
pajak baik pusat maupun daerah memiliki pejabat penagih pajak yang 
berbeda. Pejabat penagih pajak pusat, ditunjuk oleh menteri keuangan. 
Pejabat yang dimaksudkan dalam hal ini antara lain, kepala Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) atau kepala kantor pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB). Pejabat tersebut hanya melakukan penagihan pajak 
yang tergolong dalam jenis pajak pusat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan yang melakukan penagihan pajak 
daerah, pejabat pajak ditunjuk lansung oleh kepala daerah. Dalam hal 
yang dimaksud adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).69 
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Dasar konstitusional dari pemungutan pajak adalah Pasal 23A UUD 
NRI 1945 yang menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Negara 
bisa memungut pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa kepada 
warganya, termaksud warga negara asing yang bertempat tinggal atau 
berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh 
penghasilan.70 
Dalam pemungutan pajak terdapat asas bahwa yang berwenang 
melakukan pemungutan pajak adalah negara dan tidak boleh dilimpahkan 
kepada pihak swasta. Hanya pemerintah termaksud aparatnya selaku 
wakil negara yang berwenang melakukan pemungutan pajak. 
Pemungutan pajak dilakukan oleh petugas pajak dalam lingkungan 
direktorat jenderal pajak, kecuali bila ditentukan lain dalam undang-
undang pajak.71 
 Sedangkan pemungutan pajak daerah, dalam Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada 
Pasal 1 angka 49 memberikan definisi tentang pemungutan yaitu : 
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, 
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 
 
                                                             
70
 Ibid, hlm. 182  
71
 Ibid, hlm. 183  
39 
Selanjutnya sistem pemungutan pajak dijelaskan lebih lanjut dalam 
Pasal 96 ayat (1) sampai ayat (5) :72 
1. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang 
berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh 
Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 
penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 
4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan. 
5. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri 
dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, 
dan/atauSKPDKBT. 
 
Selanjutnya dalam Pasal 98 menyatakan bahwa : 
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut 
berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh 
Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan 
Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Selanjutnya dalam hal pemungutan Pajak Penerangan Jalan, 
Ketika tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak 
penerangan jalan dilakukan oleh PLN dan diatur dengan keputusan mentri 
dalam negeri dengan pertimbangan mentri keuangan. Pajak penerangan 
jalan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penggunaan tenaga 
listrik menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dan hasil penerimaan pajak sebagian dialokasikan untuk 
penyediaan penerangan jalan.73 
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Cara penghitungan tarif pajak penerangan jalan diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56.74 
Pasal 54 
 
1. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual 
Tenaga Listrik. 
2. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan: 
a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber laindengan 
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah 
tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya 
pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening 
listrik; 
b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual 
Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, 
tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian 
listrik, dan harga satuan listrik yangberlaku di wilayah 
Daerah yang bersangkutan. 
 
Pasal 55 
 
1. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 
10% (sepuluh persen). 
2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, 
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak 
Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga 
persen). 
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak 
Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu 
koma lima persen). 
4. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
 
Pasal 56 
 
1. Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54.  
2. Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah 
daerah tempat penggunaan tenaga listrik. 
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3. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian 
dialokasikan untuk penyediaan 
penerangan jalan. 
 
Oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa tarif pajak 
daerah dan retribusi daerah lebih lanjut ditetapkan dalam perda masing-
masing daerah,75 maka dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 
5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan menetapkan penetapan 
tarif pajak sebagai berikut : 
Pasal 5 
 
1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik; 
2. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan : 
c. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan 
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah 
tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya 
pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening 
listrik; 
d. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual 
Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang 
tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu 
pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di 
wilayah daerah; 
3. Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga satuan 
listrik yang berlaku untuk PLN. 
Pasal 6 
 
Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut : 
a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain bukan 
untuk golongan industri, pertambahan minyak bumi dan gas 
alam sebesar 7 % (tujuh persen); 
b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk 
golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, 
sebesar 3% (tiga persen); 
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c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% 
(satu koma lima persen). 
Pasal 7 
 
Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan 
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 
 
4. Wajib Pajak Penerangan Jalan 
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP, wajib 
pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban 
perpajakan, termaksud pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.76 
Pada hakikatnya, wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan 
agar tidak terlepas dari orang pribadi. Sementara yang dimaksud dengan 
Badan dalam definisi tersebut adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. 77 
Menurut Muhammad Djafar Saidi (2010:42), definisi wajib pajak 
seperti yang disebutkan dalam undang-undang tersebut harus dikaji lebih 
dalam lagi, wajib pajak hanya memiliki kewajiban perpajakan dan tidak 
memiliki hak perpajakan. Orang atau badan yang melakukan pemungutan 
atau pemotongan pajak lebih pantas dikatan sebagai petugas pajak 
dibanding harus dikatakan sebagai wajib pajak, karena apa yang menjadi 
hak mereka untuk melakukan pemungutan dan pemotongan pajak 
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terhadap wajib pajak tidak memenuhi unsure untuk dikategorikan sebagai 
objek pajak, melainkan potongan pajak dari wajib pajak.78 
Pendapat lain mengatakan bahwa, wajib pajak merupakan orang 
pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak 
termaksud wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib 
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.79  
Dalam hal Pajak Penerangan Jalan Subjek pajaknya adalah orang 
pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib 
pajak penerangan jalan adalah Orang pribadi atau badan yang menjadi 
pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga lisrik.80  
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Subjek pajak 
penerangan jalan yaitu orang pribadi atau badan yang dapat 
menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang 
pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, dalam hal ini tenaga 
listrik yang dihasilkan oleh sumber lain, atau yang dihasilkan sendiri dalam 
kadar tertentu. 81  
 
D. Teori Evektifitas Hukum 
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Dalam kamus ilmiah popular, instilah efektivitas diartikan sebagai 
ketepatgunaan; hasil guna; menunjang tujuan.  
Secara etimologi, Efektivitas diartikan pula sebagai perbandingan 
positif antara hasil yang dicapai, dengan masukan yang digunakan dalam 
menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya untuk mencapai tujuan atau 
sasaran yang ditetapkan.82 
Jadi, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari 
hukum, maka pertama kita tentu harus dapat mengukur sejauh mana 
aturan hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum 
ditaati oleh sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan 
mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. 83 
Karena berbicara efektivitas hukum, berarti membicarakan daya kerja 
hukum itu dalam mengukur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat 
terhadap hukum. 
Namun sekalipun dapat dikatakan aturan tersebut efektif, kita tetap 
masih harus mepertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya, apakah 
seseorang dalam menaati aturan hukum yang ada selalu tergantung pada 
setiap kepentingannya. Dimana seperti yang dikemukakan oleh H.C. 
Kelman (1966:140-148) maupun L. Pospisil (1971) kepentingan-
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kepentingan seseorang dalam menaati hukum terbagi menjadi tiga jenis 
yaitu: 84 
1. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaat 
suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan 
ketaatan jenis ini, ia selalu membutuhkan pengawasan yang 
bersifat terus menerus. 
2. Ketaatan yang bersifat Identificatian, yaitu jika seseorang menaat 
suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak 
lain menjadi rusak. 
3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaat 
suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu 
sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. 
Jika ketaatan hukum seseorang bukan dari ketaatan yang bersifat 
Internalization, maka derajat ketaatan hukumnya sangat rendah. Hal ini 
dapat dikatakan bahwa ketaatan hukumnya sedikit/banyak sangat 
tergantung pada faktor eksternal, oleh karena dia tidak memiliki 
kepentingan yang bersifat menyerap nilai aturan yang kemudian 
dipadankan dengan nilai intrinsik yang dianutnya. 
Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan 
yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap 
masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing mungkin memberikan 
corak permasalahan tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. 
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Persamaannya adalah tujuannya sama agar di dalam masyarakattercapai 
keadaan damai sebagai akibat penegakan hukum yang fungsionil.85  
Apabila kita berbicara persoalan berfungsi atau tidaknya hukum 
tersebut dalam membuat masyarakat taat, maka kita tidak dapat 
mengenyampingkan faktor-faktor yang memengaruhi hukum itu sendiri. 
Bahkan menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum 
sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. 
Faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau 
negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.  
Menurut Achmad Ali (2009:376), ada banyak faktor yang dapat 
memengaruhi ketaatan seseorang terhadap hukum, antara lain: 
1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum 
dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum 
itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk 
undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk 
mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan 
undang-undang tersebut. 
2. Kejelasana rumusan dari substansi aturan hukum tersebut, 
sehingga mudah diapahami oleh target diberlakukannya aturan 
hukum tersebut. 
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3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. 
Karena tidak mungkin seluruh masyarakat mengetahui keberadaan 
suatu aturan hukum. 
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka 
seyogianya aturannya bersifat melarang dan jangan bersifat 
mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) 
lebih muda dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat 
mengharuskan (mandatur). 
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan 
dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi 
yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum 
tentu tepat untuk tujuan lain. 
6. Berat dan ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, 
harus proporsional dan memungkin untuk dilaksanakan. 
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 
memungkinkan karena tindakan yang diatur dan diancamkan 
sanksi memang tindakan yang kongkrit, dapat dilihat, diamati, oleh 
karenannya memungkinkan diproses dalam setiap tahapan 
(penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman). 
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, 
relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang 
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bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang 
yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. 
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 
tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak 
hukum untuk menegakan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai 
dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan 
hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum. 
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 
mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang 
minimal di dalam masyarakat. 
Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, oleh 
karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak 
ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pendapat lain menegaskan 
bahwa, agar hukum bisa berfungsi sebagai mana mestinya, maka suatu 
hukum harus memenuhi ketiga unsur kaedah hukum. Hal berlakunya 
kaedah-kaedah hukum tersebut biasanya disebut “gelding” (Bhs: Belanda) 
atau “Geltung” (Bhs: Jerman), kaedah hukum tersebut yaitu:86 
1. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 
didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya (Hans 
Kelsen), atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan 
(W. Zevenbergen), atau apabila menunjukan hubungan keharusan 
antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman). 
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2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut 
efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh 
penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori 
kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui 
oleh masyarakat (teori pengakuan). 
3. Kaedah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuia dengan cita-
cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. 
Jika ditelaah lebih mendalam, maka suatu hukum benar-benar 
harus memenuhi unsur tiga kaedah tersebut diatas, hal ini karena jika 
kaedah hukum hanya berlaku salah satunya, maka aka nada banyak 
ketimpangan dalam penerapannya, misalnya kedah hukum hanya berlaku 
secara yuridis maka kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan 
kaedah mati (dode regel); kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam 
arti teori kekuasaan), maka kaedah tersebut menjadi aturan pemaksa 
(dwangmaatregel); dan apabila hanya berlaku secara filosofis, maka 
hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (ius 
constituendum).87 
Jika kemudian yang akan menjadi objek kajian adalah efektivitas 
peraturan perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa 
tentang efektifnya suatu peraturan perundang-undangan banyak 
bergantung pada beberapa faktor :88 
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
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b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di 
dalam masyarakatnya. 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang 
tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan 
sesaat, yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep 
legislation (Undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk 
dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Oleh karena itu, menurut Achmad Ali (2009:379), factor yang 
banyak memengaruhi evektifitas suatu peraturan perundang-undangan 
adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan 
fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang 
dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan perundang-
undangan tersebut.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian 
normatif dan penelitian lapangan. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu 
penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan undang-undang, asas-
asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan 
hukum, doktrin, serta sejarah hukum.89 
Sedangkan, jenis penilitian lapangan yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan cara lansung kelapangan penelitian untuk 
mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, dengan menggunakan 
pendekatan wawancara dan/atau koesioner dari narasumber-narasumber 
yang dibutuhkan. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 
dalam penelitian, maka harus ada batasan yang jelas baik menyangkut 
permasalahan dari objek penelitian, maupun lokasi atau tempat/wilayah 
dimana penelitian akan dilakukan. Adapun lokasi dimana penelitian ini 
akan dilakukan yaitu di daerah kabupaten muna pada umumnya, dan 
selanjutnya akan dikhususkan di lima kecamatan, yaitu Kecamatan 
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52 
Watopute, Kecamatan Kusambi, Kecamatan Kontunaga, Kecamatan 
Katobu, Kecamatan Bhatalaiworu sebagai sampel dalam penelitian ini. 
Oleh karena masalah yang akan diteliti adalah pengimplementasian 
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan 
(PPJ), selain dari tempat dimana peraturan itu akan diimplementasikan, 
penelitian juga akan dilakukan dibeberapa instansi terkait dalam hal ini 
yang memiliki kewenangan membuat, mengatur dan melaksanakan 
peraturan daerah tersebut, yakni kantor pemerintah kabupaten muna pada 
Biro Hukum, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal 
ini Komisi Hukum, Kantor Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara 
(PT PLN) Cabang Bau-Bau, Rayon Raha dan dinas serta pejabat 
pelaksana tekhnis pemangku kepentingan terkait lainnya, yaitu anggota 
DPRD Kab. Muna, Kepala Dinas PPKAD Kab. Muna, Direktur Utama PT 
PLN Cab. Bau-Bau, Rayon Raha dan perwakilan masyarakat di Lima 
kecamatan dimana penelitian ini dilakukan. 
 
C.  Jenis dan Sumber Hukum 
Adapun jenis dan sumber hukum yag akan dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan 
sumber datanya yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder :90 
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1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum langsung yang 
diperoleh melalui studi lapangan hasil observasi dengan 
menggunakan pendekatan wawancara dan/atau koesioner. 
Pembagian koesioner pada wilayah yang menjadi sample dan 
wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu 
berupa literatur–literatur. Sumber bahan hukum yang dipergunakan 
adalah buku-buku, jurnal hasil penelitian, artikel-artikel dalam media 
cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. Termaksud didalamnya tentang 
penjelasan Peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
lansung dengan hal yang akan diteliti sebagai berikut : 
a. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Bab VI 
Tentang Pemerintahan Daerah.  
b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437)  
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 
g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5052); 
h. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Pembayaran Pajak yang ditetapkan oleh Bupati dan Pajak 
yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak 
Penerangan Jalan Kabupaten Muna ( Lembaran daerah 
kabupaten muna tahun 2011 Nomor  05) 
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D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (library research) dan Penelitian 
Lapangan (Field Research).91 
Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan 
bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain 
yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan 
ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan 
mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa Peraturan 
Perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, 
makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah/jurnal-jurnal hukum 
maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul 
penelitian ini yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini. 
Disamping melakukan studi kepustakaan, penulis juga 
menggunakan studi lapangan berupa pengumpulan data dilapangan 
sebagai suatu fakta hukum dengan cara melakukan wawancara kepada 
narasumber-narasumber yang dibutuhkan. 
 
E. Analisis Bahan Hukum 
Dari keseluruhan bahan-bahan hukum yang ada, maka kegiatan 
terakhir yang dilakukan adalah menganalisa bahan-bahan hukum secara 
preskriptif yaitu menguraikan bahan-bahan hukum kedalam bentuk kalimat 
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secara sistematis berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari penelitian, 
sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam menjawab isu 
hukum yang diangkat dalam permasalahan didalam penulisan ini. Bahan-
bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah secara teratur dan 
sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu meneliti, 
menelaah bahan-bahan hukum yang ada dalam bentuk uraian secara 
deskriptif  kualitatif untuk dapat menjawab rumusan masalah.92 
Metode deskriptif kualitatif yaitu analisis-analisis yang tidak 
didasarkan atas angka-angka tetapi melalui uraian-uraian terhadap 
peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan bahan hukum 
sekunder guna memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai 
masalah yang akan dibahas. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Sinkronisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna 
Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan Terhadap 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
Proses pembuatan peraturan perundang-undangan pada 
prinsipnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan, 
perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan 
penyebarluasan (sosialisasi).93 
Sehubungan dengan jamaknya permasalahan pembentukan 
peraturan perundang-undangan, Bagir Manan (1994:14) mengungkapkan 
bahwa, agar pembentukan peraturan perundang-undangan menghasilkan 
suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga 
landasan dalam penyusunannya, yaitu: Pertama, landasan yuridis 
(juridische gelding); Kedua, landasan sosiologis (Sisiologische gelding); 
dan Ketiga, landasan filosofis.94 
Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, berkaitan dengan landasan 
pembentukan peraturan perundang-undangan dengan melihat dari sisi 
teknis pembentukannya, landasan pembentukan peraturan perundang-
undangan haruslah tergambar dalam “konsiderans” suatu undang-undang. 
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Dalam konsiderans tersebut haruslah memuat norma hukum yang baik, 
yang menjadi landasan keberlakuan bagi peraturan perundang-undangan 
tersebut, yang terdiri dari :95 
1. Landasan filosofis, yang mengandung norma-norma hukum 
yang diidealkan (ideal norm) oleh suatu masyarakat kearah 
mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
hendak diarahkan. 
2. Landasan sosiologis, bahwa setiap norma hukum yang 
dituangkan dalam undang-undang harus mencerminkan 
tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang 
sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. 
3. Landasan politis, bahwa dalam konsiderans harus pula 
tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-
cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 
sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum 
yang melandasi pembentukan undang-undang yang 
bersangkutan. 
4. Landasan yuridis, dalam perumusan undag-undang landasan ini 
haruslah ditempatkan pada bagian konsiderans “mengingat” 
5. Landasan administratif, dasar ini bersifat fakultatif (sesuai 
kebutuhan), dengan pengertian tidak semua undang-undang 
mencantumkan landasan ini. 
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Jika kelima landasan tersebut terpenuhi dalam setiap proses dan 
substansi pembentukan peraturan perundang-undangan, kiranya 
keseluruhan paraturan perundang-undangan yang dihasilkan, menjadi 
undang-undang yang baik, berkualitas dan berkelanjutan dan tentunya 
bisa terhindar dari sifat pertentangan dan/inskonstitusional. 
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah 
disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam undang-
undang yang sama juga dikatakan bahwa kekuatan hukum peraturan 
perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana telah 
disebutkan, yaitu:96 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan salah 
satu hal yang menjadi fokus bahwa, aturan yang secara hierarki 
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dinyatakan oleh undang-undang berada pada bagian yang lebih rendah, 
tidak dibenarkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika 
hal demikian terjadi, maka sesuai dengan asas hukum aturan demikian 
dinyatakan batal demi hukum. 
Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
secara hierarki berada diurutan bawa, selalu mengaju pada amanah 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini ditegaskan 
dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perudang-udangan, bahwa dalam penyusunan Prolegda Provinsi 
misalnya, yang kemudian berlaku secara mutatis mutandis dalam 
penyusunan peraturan daerah kabuapten/kota, bahwa penyusunan daftar 
rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: 
a. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; 
b. Rencana pembangunan daerah; 
c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 
d. Aspirasi masyarakat daerah. 
Peraturan daerah kabupaten/kota, merupakan aturan yang berada 
pada bagian paling bawah dari aturan-aturan yang ada dan akan 
dibatalkan dan/atau dicabut keberlakuannya jika dianggap bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan diatasnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya sebagai 
daerah otonom, pemerintah daerah baik daerah provinsi maupun daerah 
kabupaten/kota berwenang membuat peraturan daerah guna 
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menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. 
Substansi atau muatan materi dari peraturan daerah adalah penjabaran 
dari perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan 
memerhatikan ciri khas masing-masing daerah.97  
Di Kabupaten Muna, terkait Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 
tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ), merupakan salah satu jenis 
peraturan daerah yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Bab II 
tentang Pajak, pasal 2 ayat (2) tentang Jenis Pajak Kabupaten/Kota. PPJ 
adalah salah satu dari sebelas jenis pajak yang diamanahkan pada 
pemerintah daerah kabupaten kota, jenis pajak lain yang disebutkan yaitu: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 
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k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Perda Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Muna, pertama kali 
dibentuk pada tahun 1998, oleh karena adanya perubahan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan dasar 
hukumnya, maka perda tersebut dianggap perlu untuk dilakukan 
perubahan sebagai bentuk penyesuaian. Sehingga yang tadinya adalah 
perda Nomor 4 Tahun 1998 menjadi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Pajak Penerangan Jalan. Dengan demikian peraturan daerah ini terbentuk 
dan memiliki dasar hukum jelas. 
Dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah, masyarakat 
berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka 
penyiapan atau pembahasan rancangan suatu peraturan daerah. 
Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau 
Bupati/Walikota, dan yang terpenting bahwa rancangan peraturan daerah 
harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan 98  
Terkait dengan PPJ di kabupaten muna, rancangan peraturan 
daerah ini berasal dari Bupati Muna yang kemudian dibahas bersama 
dalam program legislasi daerah (Prolegda). Menurut pengakuan Ketua 
Komisi II yang menangani persoalan hukum dalam wawancara yang 
dilakukan dengan penulis, bahwa dalam proses perencanaan dan 
pembahasan oleh DPRD mengundang perwakilan tokoh-tokoh 
                                                             
98
 Ibid, 
63 
masyarakat yang mewakili setiap kecamatan masing-masing dua orang 
untuk hadir dan terlibat dalam sidang pembahasan sebagai bentuk 
perwakilan dari aspirasi masyarakat. Dalam hal ini telah diatur jelas dalam 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, pasal 35 huruf d, bahwa dalam penyusunan 
peraturan provinsi yang kemudian berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap perencanaan peraturan daerah kabupaten/kota yaitu harus 
didasarkan pada aspirasi masyarakat. Untuk itu perlu ada keterlibatan 
unsur masyarakat dalam setiap pembahasan peraturan perundang-
undangan, meskipun secara formil DPRD juga merupakan lembaga 
perwakilan dan aspirasi masyarakat. 
Dengan itu diharapakn, peraturan perundang-undangan yang lahir 
benar-benar merupakan cerminan kebutuhan masyarakat atau sedikitnya 
masyarakat dapat mengetahui maksud dan tujuan dari pembuatan suatu 
peraturan perundang-undangan yang akan dipatuhinya. 
Selanjutnya dalam pasal 33 ayat (3) UU Nomor 12 tahun 2011 
disebutkan bahwa Materi yang diatur dalam peraturan-peraturan daerah 
telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang kemudian dituangkan 
dalam Naskah Akademik. Naskah akademik merupakan salah satu syarat 
formil dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Menurut Ketua 
komisi II DPRD Kabupaten Muna, bahwa perda Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Pajak Penerangan Jalan ini tidak memiliki naskah akademik, 
menurut beliau naskah akademik hanya genting diadakan apabila 
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peraturan daerah yang akan dibahas berkaitan lansung dengan 
kemasalahatan masyarakat banyak. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, 
karena jika perda tersebut menyangkut persoalan pajak, semestinya 
sudah tentu berkaitan lansung dengan masyarakat sebagai subjek atau 
wajib pajak itu sendiri. Beliau menambahkan, bahwa perda yang 
berhubungan dengan kemasalahatan rakyat yang dimaksud yaitu, seperti 
perda yang menyangkut penanganan lingkungan hidup. 
Semestinya dalam setiap pembentukan peraturan perundang-
undangan terdapat penjelasan ilmiah tentang segala permasalahan yang 
dimuat dalam muatan materi suatu peraturan perundang-undangan yang 
akan dibentuk dalam bentuk naskah akademik. Hal ini telah disebutkan 
dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, pasal 56 ayat (2) yang kemudian berlaku secara 
mutatis mutandis terhadap pembentukan peraturan daerah 
kabupaten/kota bahwa rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana 
disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.  
Dalam hal pelaksanaan perda PPJ di Kabupaten Muna, yang 
menjadi pertimbangan utama dari pembuatan atau perubahan peraturan 
daerah Nomor 5 tahun 2011 ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah sering diterjemahkan oleh pemerintah 
daerah identik dengan peningkatan PAD sebanyak-banyaknya. Hingga 
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akhirnya peraturan daerah menjadi instrument yang dipandang legal untuk 
memungut dana dari masyarakat.99 
Menurut Sekertaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset 
Daerah (PPKAD) Kabupaten Muna, pajak penerangan jalan merupakan 
pajak yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PAD jika dibanding 
dengan jenis pajak lainnya. Hal ini dapat digambarkan dalam tabel 
sebagai berikut: 
Tabel. 1 Daftar pendapatan pajak daerah Kabupaten Muna 
N
o 
Jenis Pajak Daerah 
Realisasi (Rp)/Tahun 
2011 2012 2013 
1. Pajak Hotel 17.390.000 28.550.000 27.200.000 
2. Pajak Restoran 24.210.243 36.320.452 39.230.000 
3. Pajak Hiburan 5.000.421 1.500.153 - 
4. Pajak Reklame 70.985.614 117.115.749 130.909.250 
5. Pajak Penerangan Jalan 1.426.763.437 1.906.923.234 1.972.852.414 
6. Pajak Pengambilan Bahan 
Galian c 
1.024.393.143 589.276.120 516.600.956 
7. Pajak Bumi Dan Bangunan 41.816.313 64.241.205 108.063.000 
Sumber data: Dinas PPKAD Kabupaten Muna  
Dari data tabel diatas, dapat dilihat bahwa jenis pajak penerangan 
jalan merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki pendapatan lebih 
banyak jika dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya. Tetapi sudah 
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 Didik Sukriono, Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Malang, Setara Press, 2013. 
Hlm. 137 
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semestinya pemungutan pajak tersebut selaras dan sinkron dengan 
Undang-Undang tentang Pajak dan peraturan perundang-undangan 
lainnya agar tidak menimbulkan tafsir yang kontradiktif yang bisa 
merugikan salah satu pihak, baik pemerintah daerah, lebih-lebih 
merugikan masyarakat. untuk itu baik dalam pembuatan maupun 
pelaksanaan suatu peraturan daerah harus memerhatikan asas-asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.   
 Menurut Van der Vlies, perumusan tentang asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dibagi menjadi dua 
bagian yaitu asas formal dan asas materiil. Asas formal meliputi:100 
a. Asas tujuan yang jelas. 
b. Lembaga yang tepat 
c. Asas perlunya pengaturan 
d. Asas consensus 
Sedangkan asas materiil yaitu:101 
a. Asas terminologi dan sistematika yang jelas 
b. Asas perlakuan yang sama dimata hukum 
c. Asas kepastian hukum 
d. Asas dapat dikenali 
e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. 
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Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga 
ditegaskan dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, dalam pasal 5 yakni: 
a. Kejelasan tujuan; 
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 
d. Dapat dilaksanakan; 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. Kejelasan rumusan; dan 
g. Keterbukaan. 
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 tahun 2011, tentu 
memiliki asas tujuan yang jelas, selain sebagai upaya dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah, jenis pajak ini merupakan amanah 
undang-undang yang ditugaskan kepada daerah sebagai bentuk 
konsistensi pemerintah dalam menjalankan semangat otonomi daerah. 
Meski demikian, hal ini menjadi kewenangan daerah untuk memungut 
atau tidak memungut pajak seperti yang telah ditegaskan dalam UU 
Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, pasal 2 
ayat (4) yaitu Jenis Pajak sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-
undang ini dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai 
dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
68 
Menurut Kepala Biro Hukum pemerintah daerah, menerangkan 
bahwa Kabupaten muna meski PT PLN nya masih berstatus Rayon, yakni 
cabang dari Kota Bau-Bau tetapi telah memenuhi syarat untuk melakukan 
penyaluran listrik sesuai dengan prosedur dan dengan itu, pemungutan 
pajak penerangan jalan dapat dilaksanakan. 
Selanjutnya terkait dengan kelembagaan, dalam pembuatan 
maupun pelaksanaan perda ini diinisiasi oleh pihak pemda yang kemudian 
dibahas dalam prolegda, disepakati dalam rapat paripurnah dan 
diundangkan dalam lembaran daerah oleh kepala daerah pada tanggal 
21-06-2011 dengan Nomor 5. Pejabat pelaksana teknis yang ditunjuk oleh 
bupati untuk melakukan pengelolaan keuangan yaitu dinas PPKAD, hal ini 
sesuai dengan peraturan-perudang-undangan yang berlaku. Yaitu 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan 
keuangan daerah yang memiliki landasan dari Pasal 194 UU Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa, 
Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda 
yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 
Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 58 tahun 2005 menyebutkan bahwa, 
Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah 
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian 
ditegaskan dalam ayat (3) Huruf a, yaitu Kekuasaan pengelolaan 
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keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.  
Di Kabupaten muna, dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 ayat (3) Kepala daerah selaku 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan darah melimpahkan 
sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: 
1. Sekertaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 
daerah 
2. Kepala SKPKD ata PPKAD 
3. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang 
daerah.  
 
Dalam hal pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 
ini, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 pasal 5 ayat (5) harus ditetapkan dengan keputusan kepala 
daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, PPKAD 
mendapat mandat untuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan 
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 Tugas dan Wewenang Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) 
Kabupaten Muna. 
Terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, 
dalam perda tersebut tidak disebutkan secara lansung, dimana wajib 
pajak akan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tata cara yang 
ada. Dalam pasal 14 ayat (4) Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang PPJ, 
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menyebutkan bahwa Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah 
atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk Bupati.  
Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa PPJ ini dibayar oleh wajib 
pajak bersamaan dengan pembayaran penggunaan tagihan listrik. 
Dengan kata lain, pejabat pelaksana teknis pemungutan yaitu Perseroan 
Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Raha. Menurut 
pengakuan Manajer PT PLN Rayon Raha, kewenangan PT PLN untuk 
melakukan pemungutan PPJ ini didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Permendagri), sayangnya baik pemerintah daerah maupun pihak 
PT PLN tidak lagi memiliki Permendagri tersebut. Menurut keterangan 
Kepala Supervisor Administrasi PT PLN Rayon Raha dalam kesempatan 
wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa sejak tahun 1992 ketika 
mendapat penempatan di PT PLN Raha, lembaga pemungut dan tata cara 
pemungutan sudah seperti yang dijelaskan diatas. 
Dalam kesempatan Wawancara bersama penulis, Sekertaris Dinas 
PPKAD juga membenarkan tentang adanya Peraturan Menteri terkaid 
dengan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, beliau menambahkan 
bahwa tata cara pemungutan pajak dilakukan secara tersistem dan 
terpadu yang berpusat di Kota Makassar, PT PLN rayon raha hanya 
mengelola pungutan dalam bentuk laporan, tentang berapa jumlah pajak 
yang terutang dan pajak yang berhasil dibayar. Oleh karena tata cara 
pembayaran PPJ dilakukan bersamaan dengan pembayaran penggunaan 
energi listrik, maka PT PLN Makassar lah yang melakukan pemisahan 
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antara jumlah pembayaran rekening listrik untuk PT PLN dan jumlah pajak 
yang harus disetor ke khas daerah. 
Materi muatan peraturan daerah tentang PPJ ini tentu membawa 
semangat dan amanah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. Dalam hal penentuan besarnya tarif pajak misalnya, 
dalam UU tersebut sesuai dengan bunyi pasal 55 ayat (4) disebutkan 
bahwa Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. Sesuai dengan pasal 6 Perda Nomor 5 Tahun 2011 di Kabupaten 
Muna yaitu: 
Pasal 6  
 
Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut : 
d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain 
bukan untuk golongan industri, pertambahan minyak bumi 
dan gas alam sebesar 7 % (tujuh persen); 
e. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain 
untuk golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas 
alam, sebesar 3% (tiga persen); 
f. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% 
(satu koma lima persen). 
 
Selanjutnya, untuk tata cara pembayaran PPJ ini yaitu: 
Pasal 10 
(1) Pemungutan Pajak dilarang untuk diborongkan; 
(2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri 
dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau 
SKPDKBT; 
(3) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD; 
(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi 
dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak atau kuasanya; 
(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak 
yang terutang; 
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(6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. 
 
Tetapi berdasarkan hasil penelitian, kenyataan dilapangan 
menunjukan bahwa proses pembayan Pajak Penerangan Jalan, tidak 
melalui tata cara seperti yang disebutkan dalam pasal 10 tersebut, seperti 
yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembayaran pajak penerangan 
jalan ini dilakukan sekaligus dengan pembayaran penggunaan tenaga 
listrik. 
Disisi lain hal ini tentu dapat memberikan kemudahan dalam 
penagihan pajak untuk penghasilan daerah, tetapi dilain sisi materi 
muatan yang telah diamanahkan dalam peraturan daerah tersebut tidak 
berjalan sebagaimana mestinya, hal ini tentu melanggar asas keterbukaan 
dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal menarik dari data 
yang penulis temukan dilapangan bahwa, dari 500 responden yang 
tersebar di lima kecamatan berbeda, yaitu Kecamatan Watopute, 
Kecamatan Kontunaga, Kecamatan Kusambi, Kecamatan Bhatalaiworu 
dan Kecamatan Katobu, hanya 12 orang saja yang menyadari bahwa 
dalam pembayaran rekening listrik juga terdapat nominal untuk 
pembayaran Pajak Penerangan Jalan. 
Dengan ini dapat dikatakan bahwa tata cara pembayaran Pajak 
Penerangan Jalan tersebut, melanggar asas keterbukaan atau 
transparansi. Hal ini tentu dapat membuka peluang terjadinya 
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penyelewangan anggaran yang berujung pada korupsi dan kerugian 
masyarakat sebagai wajib pajak. 
Dalam hal pendapatan dari pemungutan pajak penerangan jalan 
tersebut, dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan 
Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, bahwa 
sebagian hasil pemungutan pajak penerangan jalan diperuntuhkan untuk 
pengadaan sarana penerangan jalan. Hal ini tentu berkaitan dengan asas 
Kedayagunaan dan kehasilgunaan, tetapi pada kenyataannya dilapangan 
penulis menemukan banyak hal berbeda. pengadaan sarana penerangan 
jalan masih belum merata seperti yang diharapkan dalam amanah perda 
PPJ tersebut. Menurut Sekertaris Dinas PPKAD beberapa faktor yang 
mengakibatkan sehingga pengadaan sarana penerangan jalan belum 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diantaranya yaitu: 
1. Sistem penganggaran pendapatan dan belanja daerah 
dilakukan dengan cara akumulasi keseluruhan, sehingga 
pendapatan dari pajak penerangan jalan tidak difokuskan 
secara lansung pada pengadaan sarana penerangan jalan, 
melainkan direncanakan dengan melihat skala prioritas 
kebutuhan dalam anggaran PAD. 
2. Masih ada banyak kebutuhan daerah yang bersifat penting dan 
mendesak yang harus dipenuhi, selain dari pengadaan sarana 
penerangan jalan. 
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3. Fasilitas dan tenaga listrik dari PT PLN rayon Raha, belum 
mampu mengakomodir seluruh kebutuhan listrik di Kabupaten 
muna, sehingga ada banyak sarana penerangan jalan yang 
tidak berfungsi sebagai mana mestinya. 
4. Sehingga titik pengadaan sarana penerangan jalan hanya dapat 
tersebar dibeberapa titik yang dianggap sangat membutuhkan, 
tentu dengan kategori-kategori yang telah disepakati bersama 
oleh seluruh pihak terkait, termaksud masyarakat. beberapa 
kategori tersebut yaitu: 
a. Sarana dan prasaran olahraga (SOR) yang menjadi tempat 
dilaksanakannya kegiatan-kegiatan skala kabupaten. 
b. Kantor dan fasilitas pemerintahan atau aset-aset daerah. 
c. Persimpangan jalan yang rawan kecelakaan dan tindakan 
kriminal 
d. Hutan yang menghubungkan antar wilayah. 
e. Serta kecamatan-kecamatan yang memiliki jumlah penduduk 
lebih banyak, dalam hal ini kecamatan yang berada pada 
wilayah perkotaan. 
Terkait dengan daya yang dimiliki oleh PT PLN untuk mewadahi 
seluruh kebutuhan listrik, Manajer PT PLN Rayon Raha membenarkan 
bahwa, PLN belum mampu mengakomodir kebutuhan listrik termaksud 
dengan lampu-lampu penerangan jalan. Sehingga terkadang ada fasilitas 
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penerangan jalan hanya bisa menjadi pajangan dan tidak berfungsi 
sebagaimana mestinya. 
Dari penjabaran tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa 
pemenuhan asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik 
sangat diharapkan agar tidak terjadi sifat kontradiksi dalam suatu 
peraturan perundang-undangan. Pemenuhan asas peraturan perundang-
undangan yang baik akan menjadi pedoman dalam pembentukan hukum 
yang dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Philipus 
M. Hadjon, pada hakikatnya asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik berfungsi sebagai dasar pengujian dalam 
pembentukan aturan hukum maupun pengujian terhadap aturan hukum 
yang berlaku, dengan demikian dengan pembentukan aturan hukum 
misalnya pembentukan undang-undang, asas tersebut haruslah menjadi 
pedoman dalam perancangan peraturan perundang-undangan.102 
Dengan dijadikannya asas-asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baik sebagai pedoman dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan, akan dapat memberikan jaminan dalam 
perumusan norma hukum, yang selanjutnya akan diformulasikan dalam 
materi muatan undang-undang, sehingga tujuan pembentukan undang-
undang dan kualitas dalam undang-undang yang dibentuk dapat 
tercapai.103 
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B. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 
2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan. 
Pada prinsipnya, efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 
mencapai tujuan. Jika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari 
hukum, maka kita pertama harus mengukur „sejauh mana aturan hukum 
itu ditaati atau tidak ditaati‟. Jika aturan hukum itu ditaati oleh sebagian 
target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa 
aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, 
menurut Achmat Ali (2010:375) sekalipun aturan yang ditaati tersebut 
efektif, kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat 
efektivitasnya. Oleh karena ada banyak faktor yang dapat memengaruhi 
ketaatan seseorang terhadap hukum. 
 Dari hasil penelitian, penulis akan memaparkan jumlah pajak yang 
lahir berdasarkan klasifikasi Peraturan daerah Kabupaten Muna Nomor 5 
tahun 2011 tentang PPJ dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang kemudian 
akan dibandingkan dengan jumlah pendapatan dari pemungutan pajak. 
Data tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel 2. Daftar Pajak Penerangan Jalan Terutang Kabupaten Muna 
No. Tahun Jumlah Pajak Terutang 
(Rp) 
Realisasi (Rp) 
1 2011 1.457.763.231 1.426.763.437 
2 2012 1.915.923.000 1.906.923.234 
3 2013 1.970.855.900 1.972.852.414 
Sumber data: Diolah dari berbagai sumber (Dinas PPKAD dan PT PLN Rayon Raha) 
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Terlihat bahwa jumlah pajak yang lahir tidak selalu berbanding lurus 
dengan pendapatan dalam penagihan pajak setiap tahunnya. Meski 
sistem pemungutan pajaknya disertakan sekaligus dalam pembayaran 
rekening penggunaan tenaga listrik, masih banyak terdapat masyarakat 
yang menunggak dalam pembayaran pajak. Dengan kata lain, masyarakat 
yang tidak membayar pajak penerangan jalan sudah pasti juga 
menunggak dalam pembayaran rekening listrik. 
Menurut keterangan Manajer PT PLN Rayon Raha, faktor yang 
kemudian menyebabkan masyarakat tidak membayar tagihan listriknya 
adalah persoalan ekonomi, hal senada juga disampaikan oleh Kepala 
Supervisor Administrasi PT PLN Rayon Raha, dalam kesempatan 
wawancara yang dilakukan dengan penulis, beliau menambahkan bahwa 
disamping hal itu ada banyak data tentang daftar pengguna tenaga listrik 
yang ternyata ketika diverifikasi dilapangan tidak ada, akibatnya ada 
banyak pajak yang lahir yang tidak sesuai dengan pendapatan dalam 
penagihan. 
Meski demikian, pendapatan dalam pemungutan pajak penerangan 
jalan ini secara umum selalu memenuhi target pemerintah. Dari data yang 
diperoleh, secara umum dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai 
berikut: 
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Tabel 3. Daftar Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 
Kabupaten Muna 
No. Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 
1 2011 1.300.000.000 1.426.763.437 
2 2012 1.500.000.000 1.906.923.234 
3 2013 1.950.000.000 1.972.852.414 
    Sumber data: Dinas PPKAD Kabupaten Muna 
Terlihat dari tabel, pendapatan dari hasil pemungutan pajak 
penerangan jalan terus meningkat setiap tahunnya. Menurut keterangan 
Sekertaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(PPKAD), bahwa PPJ adalah merupakan salah satu jenis pajak yang 
memberikan pemasukan dalam PAD terbesar di Kabupaten Muna. 
Dipastikan akan terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya 
jumlah pelanggan pengguna tenaga listrik. Jumlah pengguna listrik di 
Kabupaten muna yang juga merupakan wajib pajak sesuai dengan 
kategori dalam perda PPJ ini, dapat digambarkan dalam tabel sebagai 
berikut: 
Tabel 4. Daftar Pengguna Tenaga Listrik Kabupaten Muna 
No. Tahun Jumlah Pengguna (Orang) 
1 2011 347.086 
2 2012 456.172 
3 2013 465.251 
                   Sumber data: PT PLN Rayon Raha, Cabang Bau-Bau 
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Jumlah pengguna listrik dari tahun ketahun terus bertambah seiring 
dengan pertumbuhan penduduk pengguna energi listrik. Hal ini tentu akan 
berkorelasi dengan jumlah pajak penerangan jalan yang lahir, dengan 
kata lain akan semakin menambah jumlah pendapatan daerah dibidang 
pajak, terutama dibidang PPJ. Lebih lanjut, Sekertaris Dinas PPKD dalam 
wawancara dengan penulis mengungkapkan bahwa, jenis pajak ini 
memang sangat menjanjikan, karena jumlah wajib pajak akan terus 
mengalami penambahan dan tidak akan berkurang, kecuali penggunaan 
energi listrik dari sumber lain dapat ditaktisi dengan menghasilkan energi 
listrik dari sumber sendiri. 
Hal menarik yang ditemukan oleh penulis dilapangan bahwa, 
proses pemungutan pajak yang disertakan bersamaan dalam rekening 
penggunaan energi listrik, membuat sebagian masyarakat tidak 
mengetahui jika dirinya telah membayar pajak sesuai dengan perda pajak 
penerangan jalan ini. Dengan kata lain, wajib pajak patuh dalam 
membayar pajak dalam keadaan tidak sadar.  
Dari kuesioner yang disebar oleh penulis di lima kecamatan 
berbeda yaitu, kecamatan Wopute, Kecamatan Kontunaga, Kecamatan 
Kusambi, Kecamatan Bhatalaiworu dan kecamatan Katobu, yang terdiri 
dari 500 responden dengan pembagian 100 orang perkecamatan dapat 
digambarkan dengan tabel sebagai berikut: 
 
80 
Tabel 5. Pengetahuan Masyarakat Tentang Adanya Pajak 
Penerangan Jalan di Kabupaten Muna 
No. Nama Kecamatan Jumlah Responden (orang) 
Mengetahui Tidak mengetahui Ragu-ragu 
1. Kecamatan Watopute 2 98 - 
2. Kecamatan Kontunaga 1 99 - 
3. Kecamatan Kusambi - 100 - 
4. Kecamatan Bhatalaiworu 3 93 4 
5. Kecamatan Katobu 4 94 2 
Sumber data: Kuesioner penulis 
Dari lima kecamatan yang ada, 2 kecamatan diantaranya adalah 
kecamatan yang berada diwilayah ibu kota dan 3 kecamatan yang berada 
diluar wilayah ibu kota. Kecamatan Bhatalaiworu dan kecamatan Katobu 
adalah kecamatan yang berada diwilayah ibu kota kabupaten, dengan 
jumlah penduduk yang cukup padat dan penggunaan energi listrik yang 
lebih banyak, tetapi hanya terdapat 3-4 orang yang mengetahui bahwa 
setiap bulannya melakukan pembayaran pajak dalam rekening 
pembayaran listriknya. 
Menurut pengakuan masyarakat di lima kecamatan tersebut, baik 
pemerintah maupun pihak PT PLN tidak pernah sama sekali memberikan 
informasi tentang pembayaran pajak tersebut. Ketua komisi II dalam 
wawancara yang dilakukan bersama penulis menerangkan bahwa, dari 
semenjak adanya perubahan peraturan daerah tentang PPJ ini, DPRD 
maupun pemerintah daerah memang belum pernah melakukan sosialisasi 
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kepada masyarakat dalam bentuk apapun. Bahkan masyarakat yang 
mengetahui tentang adanya PPJ di Kabupaten Muna mengaku mendapat 
informasi dari mahasiswa. 
Hal ini semestinya menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah 
daerah, peningkatan PAD pada bidang pajak yang berhubungan dengan 
masyarakat secara lansung seharunya melalui mekanisme hukum yang 
jelas dan semestinya. Suatu aturan yang nantinya akan diberlakukan 
dimasyarakat, sudah seharusnya disosialisasikan sebagai bentuk 
tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan prinsip berhukum yang 
baik dan benar. Kondisi demikian secara tidak lansung telah melanggar 
asas keterbukaan dalam peraturan perundang-undangan. 
Terkait dengan tata cara pembayaran, apa yang dijelaskan dalam 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tersebut, tidak seperti apa yang 
dilakukan oleh dan yang terjadi di masyarakat, sesuai dengan penjelasan 
pasal Pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 yaitu: 
Pasal 10 
(1) Pemungutan Pajak dilarang untuk diborongkan; 
(2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri 
dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau 
SKPDKBT; 
(3) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD; 
(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi 
dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak atau kuasanya; 
(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk 
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang; 
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(6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah berakhirnya masa pajak. 
 
Pasal 11 
 
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya 
pajak, Bupati dapat menerbitkan : 
a. SKPDKB dalam hal : 
1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; 
2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur 
secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya 
sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran; 
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak 
yang terutang dihitung secara jabatan. 
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang 
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang; 
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. angka 1) dan 
angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; 
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dikenakan 
sanksi adminstrstif berupa kenaikan sebesar     100 % (seratus 
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut; 
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum 
dilakukan tindakan pemeriksaan; 
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a. angka 3) dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima 
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak 
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak. 
 
83 
Pasal 12 
(1) Tata Cara Penerbitan SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2)  diatur dengan 
Peraturan Bupati; 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan 
penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
 
Tata cara pembayaran sesuai dengan apa yang telah disebutkan 
dalam peraturan daerah tersebut tidak pernah dilakukan sebagaimana 
mestinya, menurut keterangan kepala Biro Supervisor Administrasi PT 
PLN Rayon Raha, sebagai akibat dari ketidaktahuan masyarakat tentang 
peraturan dan tata cara pembayaran pajak tersebut, sampai saat ini tidak 
pernah ada masyarakat yang merasa keberatan atau merasa dirugikan 
dengan peraturan daerah ini, masyarakat tidak pernah pula mendapatkan 
informasi berapa jumlah pendapatan dari pemungutan PPJ dan 
dialokasikan untuk pembangunan apa saja. 
Hal ini tentu akan berakibat pada kurangnya pengawasan secara 
lansung oleh masyarakat, yang akan berakibat pada tidak terpenuhinya 
semangat awal pembentukan peraturan daerah tersebut, bahkan 
menimbulkan potensi untuk terjadinya penyelewengan anggaran pajak 
yang bisa merugikan masyarakat. Untuk itu sudah semestinya sosialisasi 
aturan yang ada harus dilakukan sesuai dengan amanah peraturan 
perundang-undangan yang baik dan benar. 
Salah satu amanah peraturan daerah tersebut, yang juga 
merupakan amanah dari peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 28 
Tahun 2009 pasal 56 ayat (3) yaitu Hasil penerimaan Pajak Penerangan 
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Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan, 
kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Daerah kabupaten Muna 
Nomor 5 tahun 2011 ini, yaitu dalam pasal 8 ayat (2) dengan redaksi yang 
sama. Tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dari 5 kecamatan 
yang menjadi sampel dalam penelitian ini, jumlah titik penerangan jalan dapat 
digambarkan dalam tabel sebagai berikut. 
Tabel 6. Jumlah Titik Penerangan Lampu Jalan  
Kabupaten Muna 
 
No. Nama Kecamatan Jumlah Titik 
(satuan) 
 Tahun Pengadaan 
1 Kec. Bhatalaiworu 120 2007 
2 Kec. Katobu 90 2007 
3 Kec. Watopute 25 2009 
4 Kec. Kontunaga 40 2009 
5 Kec. Kusambi 40 2009 
Sumber data: Dinas Pekerjaann Umum (PU) Kabupaten Muna 
 
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 
setelah peraturan daerah tersebut mengalami perubahan, belum ada 
pengadaan sarana penerangan jalan, menurut keterangan Sekertaris 
Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2010 sampai 2013, dinas terkait 
hanya mengalokasikan anggaran terkait dengan pemeliharaan sarana 
yang diadakan ditahun 2007 dan 2009 tersebut. Beliau menambahkan, 
penambahan pengadaan sarana lampu jalan tidak termaksud kategori 
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kebutuhan mendesak, oleh karena banyaknya kebutuhan daerah yang 
harus dipenuhi. 
Seperti yang telah dipaparkan oleh Sekertaris Dinas PPKAD, selain 
dari banyaknya kebutuhan daerah, pengadaan sarana lampu jalan sesuai 
dengan kategori yang sudah disyaratkan telah terpenuhi, disamping itu 
ketersediaan energi listrik yang dimiliki oleh PT PLN Rayon Raha tidak 
cukup mampu mewadahi seluruh kebutuhan energi. 
Selanjutnya, jika dilihat perbandingan dari pendapatan Pajak 
Penerangan Jalan dan pengeluaran untuk pengadaan maupun 
pemeliharaan dalam setiap tahunnya, maka dari data yang diperoleh oleh 
penulis dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel 7. Penganggaran dan Pembiayaan Sarana Penerangan Jalan 
Kabupaten Muna 
 
No. Tahun Pengadaan 
(Rp) 
Pemeliharaan (Rp) Keterangan 
1. 2007 1.500.500.000 - Dinas PU 
2. 2008 - 6.000.000 Dinas PU 
3. 2009 1.305.450.000 - Dinas PU 
4. 2010 - 54.000.000 Dinas PU 
5. 2011 - 21.000.000 Dinas PU 
6. 2012 - 80.000.000 Dinas PU 
7. 2013 - 39.000.000 Dinas PU 
8. 2014 - 155.000.000 Dinas PU 
Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Muna 
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Dari data yang ada, dapat dikatakan bahwa jumlah pendapatan 
PPJ mengalami surplus jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran 
disetiap tahunnya, baik dalam pengadaan maupun dalam pemeliharaan. 
Tentu hal ini akan terus meningkatkan pendapatan asli daerah yang 
kemudian semakin mematangkan strategi pembangunan dalam 
perencanaan maupun realisasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD). 
Sudah seharusnya suatu produk legislasi selalu bertolak pada 
semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan 
umum dan daya saing daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 
merupakan pijakan utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah 
daerah dalam menetapkan dan melaksanakan strategi kebijakan dalam 
pembangunan daerah. Jadi sudah seyogianya dalam perencanaan 
sampai pada pengimplemetasian suatu produk hukum, terlebih dalam 
bidang perpajakan yang bersentuhan lansung dengan persoalan 
keuangan yang dibebankan kepada masyarakat, pemerintah atau 
pemerintah daerah memerhatikan serta mepertimbangkan segala aspek 
yang berhubungan dengan kondisi masyarakat. 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari data, bahan hukum dan pemaparan dalam penulisan skripsi 
tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, penulis dapat menyimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Peraturan daerah kabupaten Muna tentang Pajak Penerangan 
Jalan, secara umum telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 
28 tahun 2009 Tentang Pajak Penerangan Jalan dan Peraturan 
perundang-undangan lainnya, Dimana perda ini memiliki sumber 
dan dasar hukum yang jelas, merupakan perda yang terbentuk 
berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat. Proses 
pembentukan Perda tersebut telah sesuai dengan asas-asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan 
benar, meskipun ada beberapa hal yang belum terpenuhi secara 
maksimal misalkan dalam hal pembentukannya, tidak adanya 
tinjauan akademisi (Naskah Akademik) yang sudah diamanahkan 
dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Juga dalam hal 
pengimplementasiannya hingga masih dianggap perlu untuk 
diadakan pembenahan, terutama dalam hal teknis yang telah 
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diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan lain yang 
berkaitan dengan Perda tersebut, dalam hal ini Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
maupun amanah dalam peraturan daerah ini sendiri. 
2. Dalam pengimplementasian peraturan daerah ini, penulis 
menyimpulkan bahwa perda ini secara umum belum efektif 
dikarenakan beberapa hal yang diamanahkan dalam peraturan 
daerah ini belum terealisasi dengan maksimal. Misalnya 
penyediaan sarana penerangan jalan, tata cara pelaksanaan 
penagihan pajak, landasan yuridis pelaksanaan kegiatan teknis 
dalam penegakan peraturan daerah dan pengetahuan masyarakat 
tentang keberadaan peraturan daerah ini, dalam hal ini sosialisasi. 
Sehingga penulis berpendapat bahwa derajat keefektifannya masih 
perlu dipertanyakan. Meski dalam hal meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah sebagai tujuan awal dari pembentukannya telah 
memenuhi target anggaran. 
3. Dari hasil penelitian, berdasarkan mekanisme/ tatacara 
pembayaran yang sebagaimana terjadi dilapangan maka penulis 
dapat menyimpulkan bahwa perda ini masuk dalam kategori 
Retribusi, dikarenakan metode pembayaran dalam pajak ini 
memenuhi unsur substantif retribusi. Hal ini dapat dikuatkan 
dengan temuan bahwa, pembayaran dilakukan dengan 
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menggunakan selembar rekening listrik dan sifat pajaknya adalah 
membayar karena/untuk menggunakan energi listrik. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam skripsi 
ini yaitu: 
1. Untuk Pemerintah, bahwa terkait dengan pengetahuan masyarakat 
tentang keberadaan peraturan, masih terdapat banyak masyarakat 
yang salah tafsir oleh karena nama peraturan ini dianggap kurang 
tepat. Pajak Penerangan Jalan, sering diartikan oleh masyarakat 
sebagai Pajak atas lampu penerangan jalan yang ada disepanjang 
jalan dan tiang listrik. Oleh karena itu, penulis memandang perlu 
untuk meninjau kembali penamaan paraturan daerah tersebut 
dalam undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
2. Untuk pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), 
kiranya dapat mensosialisasikan semua peraturan perundang-
undangan yang ada, agar asas keterbukaan dapat terlaksana demi 
profesionaltitas dan optimalnya pelayanan hukum terhadap 
masyarakat. Memerhatikan asas-asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baik sesuai dengan amanah undang-
undangan agar terlahir peraturan hukum yang benar-benar memiliki 
karakeristik dan jiwa dari kebutuhan masyarakat. 
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3. Masyarakat, kiranya selalu ikut terlibat dan pro aktif dalam hal 
pengawasan kepada kinerja pemerintahan, dengan demikian upaya 
dalam pembangunan daerah dapat berjalan dengan maksimal dan 
sebagaimana mestinya. 
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Daerah (PPKAD) Kabupaten Muna. 
 KOESIONER PENELITIAN 
Dilakukan untuk memenuhi data penelitian penyelesaian tugas akhir (skripsi) 
S1.Dilakukan di empat kecamatan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. 
Nama  Responden  : 
Alamat    : 
Nomor HP    : 
 
Mohon lingkari pilihan jawaban anda. 
 
1. Tahukah anda bahwa ada peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak 
Penerangan Jalan (PPJ) di kabupaten muna ? 
a. Tahu  b. Tidak tahu  c. Ragu-ragu 
 
2. Apakah anda pernah melihat atau pernah membaca perda tentang pajak 
penerangan jalan tersebut ? 
a. Pernah  b. Tidak pernah  c. Ragu-ragu  
 
3. Pernakah anda mengikuti/terlibat dalam sosialisasi terkait dengan peraturan 
daerah PPJ ini oleh instansi terkait (DPRD/Pemerintah Daerah/PT PLN) ? 
a. Pernah  b. Tidak Pernah  c. Ragu-ragu 
 
4. Sudah berapa kali anda mengikuti/terlibat dalam sosialisasi tersebut ? 
a. 1 kali  b. 2 kali   c. Lebih dari 2 kali 
 
5. Instansi mana yang menyelenggarakan sosialisasi tersebut ? 
a. DPRD Kab. Muna  b. Pemerintah Daerah  c. PLN  d. Ketiganya 
 
6. Tahukah anda bahwa dalam pembayaran rekening listrik anda, sudah 
termaksud pula biaya Pajak Penerangan Jalan tersebut ? 
a. Tahu  b. Tidak Tahu  c. Ragu-ragu 
 
7. Pernakah anda melakukan protes/mempertanyakan pembayaran pajak ini ? 
a. Pernah  b. Tidak pernah 
 
8. Bagaimana menurut anda terkait dengan pelayanan pemerintah/pihak terkait 
(PT PLN), dalam persoalan kelistrikan ? 
a. Maksimal  b. Tidak Maksimal c. Tidak Tahu 
 
9. Bagaimana menurut anda terkait dengan pengadaan sarana/fasilitas 
penerangan jalan di kabupaten muna ? 
a. Sudah merata b. Cukup merata c. Tidak sama sekali 
 
10.  Menurut anda, sudah efektivkah pelaksanaan peraturan daerah ini ? 
a. Efektif   b. Tidak efektif  c. Tidak tahu  
 
NO :  
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PEMERINTAH KABUPATEN MUNA 
 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA 
 
NOMOR  05  TAHUN 2011 
 
TENTANG 
 
PAJAK PENERANGAN JALAN 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
BUPATI MUNA 
 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak 
Penerangan Jalan dipandang perlu untuk diadakan peninjauan kembali;  
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.   
  
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089); 
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
353, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
   4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
   5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 
  7. Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah 
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);  
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis 
Produk Hukum Daerah;  
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan 
Produk Hukum Daerah; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah 
dan Berita Daerah; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas 
di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22). 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA 
dan 
BUPATI MUNA 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN  
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna; 
3. Bupati adalah Bupati Muna; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna; 
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muna; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muna; 
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu  dibidang perpajakan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
8. Badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseronan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
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Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk 
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;  
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak 
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat; 
10. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang 
diperoleh dari sumber lain; 
11. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain; 
12. Perusahaan Listrik Negara adalah Perusahaan Listrik Negara yang disingkat PLN 
(Persero) Ranting Raha Cabang Bau-Bau; 
13. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat  dikenakan Pajak; 
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 
pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya; 
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah; 
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati; 
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar; 
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan 
atas jumlah pajak yang ditetapkan; 
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
adalah surat  ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang; 
22. Surat Keketapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjunya disingkat SKPDN, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 
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 BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 
 
Pasal 2 
 
Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap Penggunaan 
Tenaga Listrik. 
 
Pasal 3 
 
(1) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri 
maupun yang diperoleh dari sumber lain; 
(2) Tenaga listrik dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga 
listrik yang diperoleh dari layanan PT. PLN maupun perusahaan listrik lainnya. 
(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
seluruh pembangkit tenaga listrik; 
(4) Dikecualikan dari objek pajak adalah : 
a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah; 
b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh 
kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; 
c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu 
yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; 
d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah. 
 
Pasal 4 
 
(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik; 
(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik; 
(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak adalah penyedia 
tenaga listrik. 
   
BAB III 
DASAR PENGENAAN  
DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK 
 
Pasal 5 
 
(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik; 
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : 
e. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai 
Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan 
biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; 
f. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung 
berdasarkan kapasitas yang tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu 
pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah; 
(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh 
Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN. 
Pasal 6 
 
Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut : 
g. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain bukan untuk golongan 
industri, pertambahan minyak bumi dan gas alam sebesar 7 % (tujuh persen); 
h. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk golongan industri, 
pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen); 
i. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima persen). 
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Pasal 7 
 
Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5. 
 
BAB IV 
WILAYAH PEMUNGUTAN 
 
Pasal 8 
 
(1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik; 
(2) Hasil penerimaan pajak sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. 
 
BAB V 
MASA PAJAK 
 
Pasal 9 
 
(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau 
jangka lain yang ditetapkan; 
(2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik. 
 
BAB VI 
PEMUNGUTAN PAJAK 
 
Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan 
 
Pasal 10 
 
(7) Pemungutan Pajak dilarang untuk diborongkan; 
(8) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan berdasarkan 
SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT; 
(9) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD; 
(10) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar, 
lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; 
(11) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menghitung, 
membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; 
(12) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. 
 
Pasal 11 
 
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat 
menerbitkan : 
a. SKPDKB dalam hal : 
1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang 
terutang tidak atau kurang bayar; 
2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 
waktunya sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran; 
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3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung 
secara jabatan. 
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; 
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit 
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a. angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak; 
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b. dikenakan sanksi adminstrstif berupa kenaikan sebesar     
100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut; 
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak 
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan; 
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a. angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % 
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak. 
 
Pasal 12 
(3) Tata Cara Penerbitan SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 10 ayat (2)  diatur dengan Peraturan Bupati; 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, 
SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
Bagian Kedua 
Surat Tagihan Pajak 
 
Pasal 13 
 
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika : 
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat 
salah tulis dan/atau salah hitung; 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admininistratif berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) 
bulan sejak saat terutangnya pajak. 
(3) Bentuk dan isi STPD, serta tata cara penagihan lebih lanjut diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
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BAB VII 
PEMBAYARAN PAJAK 
 
Bagian Kesatu 
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 
 
Pasal 14 
 
(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang 
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak; 
(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; 
(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur 
atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua 
persen) setiap bulan; 
(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain 
yang ditunjuk Bupati; 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, 
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
Pasal 15 
 
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang 
dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa; 
(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Bagian Kedua 
Keberatan dan Banding 
 
Pasal 16 
 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau 
Pejabat yang ditunjuk atas suatu : 
a. SKBPKB; 
b. SKPDKBT; 
c. SKPDLB 
d. SKPDN. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas; 
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; 
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak; 
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan 
sehingga tidak dipertimbangkan; 
(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau 
Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos 
tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan. 
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Pasal 17 
 
(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; 
(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang; 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan. 
 
Pasal 18 
 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan 
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala 
Daerah; 
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu  3 
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan 
keberatan tersebut; 
(3) Pengajuan permohoan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 
 
Pasal 19 
 
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagaian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan; 
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB; 
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) 
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang 
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan; 
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrative 
berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak dikenakan; 
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari 
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
 
Bagian Ketiga 
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau 
Pengurangan Sanksi Administratif 
 
Pasal 20 
 
(1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat 
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang 
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis  dan/atau kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 
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(2) Kepala daerah dapat : 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda 
dan kenaikkan pajak yang terutang menurut  peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah,  dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 
Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; 
b. mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 
c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau 
diterbitkan tidak sesuai dengann tata cara yang ditentukan; 
e. mengurangkan atau membatalkan pajak terutang dalam hal objek pajak 
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan 
f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 
kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimna 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.   
 
BAB VIII 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
 
Pasal 21 
 
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kepada Kepala Daerah; 
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; 
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; 
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang pajak tersebut; 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB; 
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) 
bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) 
setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak; 
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 
BAB IX 
KADALUWARSA PENAGIHAN 
 
Pasal 22 
 
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib 
Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; 
(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 
apabila : 
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 
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b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak 
langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian 
Surat Paksa tersebut; 
(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 
utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; 
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 
 
Pasal 23 
 
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan; 
(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah 
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (10); 
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
 
BAB X 
PEMERIKSAAN 
 
Pasal 24 
 
(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah; 
(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; 
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap 
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau  
c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan; 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan 
Peraturan Kepala Daerah. 
 
 
BAB XI 
INSENTIF PEMUNGUTAN 
 
Pasal 25 
 
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dapat diberi 
insentif atas dasar pencapaian kinerja; 
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. 
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    BAB XII 
KETENTUAN KHUSUS 
 
Pasal 26 
 
(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang 
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan 
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah; 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga Ahli 
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah : 
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam 
sidang pengadilan; 
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk 
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau Instansi Pemerintah 
yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. 
(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada 
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis 
dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk; 
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas 
permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, 
Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan 
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya; 
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan 
nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara 
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. 
 
BAB XIII 
PENYIDIKAN 
 
Pasal 27 
 
(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Daerah; 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan 
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
tindak pidana perpajakan daerah; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi Badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 
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g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
 
BAB XIV 
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal 28 
 
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali 
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar; 
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 
 
Pasal 29 
 
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka 
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau 
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. 
 
Pasal 30 
 
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, merupakan penerimaan negara. 
BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 31 
 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 
Pasal 32 
 
(1) Terhadap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya 
Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang 
didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu; 
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(2) Terhadap obyek pajak yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak 
yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
 
Pasal 33 
 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian 
dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya. 
 
Pasal 34 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna. 
 
 
Ditetapkan di Raha 
pada tanggal  21-6- 2011 
 
    
      BUPATI MUNA 
 
 
 
H. L.M. BAHARUDDIN  
 
Diundangkan di Raha  
pada tanggal  21-6- 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH  KAB. MUNA 
 
 
 
                    H. LA  ORA 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011 
NOMOR :  05 
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PENJELASAN  
 
ATAS  
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA 
 
NOMOR  05  TAHUN 2011 
 
TENTANG  
 
PAJAK PENERANGAN JALAN 
 
 
I. UMUM 
 
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan 
sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, 
seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.  Dengan 
berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Pemerintah Kabupaten Muna memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan jenis-jenis 
pungutan termasuk pajak yang merupakan sumber penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah. 
Oleh karena itu, disadari bahwa pemanfaatan tenaga listrik di Kabupaten Muna cukup potensial 
sebagai salah satu jenis sumber pajak sehingga perlu diatur kembali dan dilakukan penyesuaian 
terhadap regulasi yang selama ini memayungi pelaksanaan pungutan pajak pemanfatan tenaga 
listrik atau Pajak Penerangan Jalan  yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak 
Penerangan Jalan. Penyesuaian terhadap peraturan daerah tersebut diarahkan untuk 
meningkatkan rasa keadilan bagi wajib pajak, tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan 
akuntabilitas pengenaan pungutan. Dengan demikian diharapkan pajak yang dikenakan dapat 
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia 
usaha, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
Pasal 2 
Cukup jelas. 
Pasal 3 
Cukup jelas. 
Pasal 4 
Cukup jelas. 
Pasal 5 
Cukup jelas. 
Pasal 6 
Cukup jelas. 
Pasal 7 
Cukup jelas. 
Pasal 8 
Cukup Jelas.  
Pasal 9 
Cukup jelas. 
Pasal 10 
Cukup jelas. 
Pasal 11 
Cukup jelas. 
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Pasal 12 
Cukup jelas. 
Pasal 13 
Cukup jelas. 
Pasal 14 
Cukup jelas. 
Pasal 15 
Cukup jelas. 
Pasal 16 
Cukup jelas. 
Pasal 17 
Cukup jelas. 
Pasal 18 
Cukup jelas. 
Pasal 19 
Cukup jelas. 
Pasal 20 
Cukup jelas. 
Pasal 21 
Cukup jelas. 
Pasal 22 
Cukup jelas. 
Pasal 23 
Cukup jelas. 
Pasal 24 
Cukup jelas. 
Pasal 25 
Cukup jelas. 
Pasal 26 
Cukup jelas. 
Pasal 27 
Cukup jelas. 
Pasal 28 
Cukup jelas. 
Pasal 29 
Cukup jelas. 
Pasal 30 
Cukup jelas. 
Pasal 31 
Cukup jelas. 
Pasal 32 
Cukup jelas. 
Pasal 33 
Cukup jelas. 
Pasal 34 
Cukup jelas. 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR :  05 
 
 
